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       KAMALA SHANTY. Lembaga Advokasi HAM dalam Mewujudkan Hak 
Asasi Manusia di Indonesia. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 
Jakarta. September 2017.  
       Penelitian ini bertujuan untuk mendapat data yang empiris, faktual dan informasi 
yang objektiv serta dapat dipercaya mengenai Lembaga Advokasi HAM Internasional 
dalam mewujudkan HAM serta strategi apa saja yang dilakukan oleh Leadham 
Internasional dalam mewujudkan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Penelitian 
ini dilakukan di Kantor Pusat Leadham Internasioanal di Jalan Cempaka Putih 
Tengah Raya No. 21 Jakarta Pusat. Waktu penelitian ini berlangsung pada bulan 
September sampai dengan bulan November 2017. Metode dalam penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber  
data dilakukan dengan cara teknik non probability dengan jenis purposive sampling. 
Teknik kaliberasi keabsahan data yang digunakan adalah tringulasi , kemudian 
dianalisis, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.  
       Hasil penelitian menunjukan bahwa perwujudan HAM yang telah dilakukan 
Leadham Internasional dikatakan tercapai memperjuangkan hak asasi manusia 
dengan memberikan bantuan hukum tanpa pemungutan biaya kepada masyarakat 
yang kurang mampu, juga memberikan pemahaman akan HAM yang berlaku di 
Indonesia melalui sosialisasi. Kegiatan dilakukan dengan, pendampingan hukum dan 
HAM, bakti sosial, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berjalan sesuai dengan 
program kerja yang baik. 





       KAMALA SHANTY. Institute for Human Rights Advocacy in Realize 
Human Rights in Indonesia. Thesis. Jakarta: Pancasila and Civic Education 
Program Study. Faculty of Social Science. Universitas Negeri Jakarta. 
September 2017. 
 
       This study aims to obtain empirical data, factual and objective information about 
the International Human Rights Advocacy Institute in realize human rights and what 
strategi are made by International Leadham in realize human rights in Indonesia. This 
research was conducted at Head Office of International Leadham at Jalan Cempaka 
Putih Tengah Raya. 21 Central Jakarta. The time of this study took place from 
September to November 2017. This research conducted descriptive method with 
qualitative approach. Data collection was done by literature study, observation, 
interview and documentation. Data source is done by non probability technique with 
purposive sampling type. Caliberation Technique validity of data used are tringulasi, 
then analyzed, and retraction of conclusion. 
 
       The results of this study show that the human rights which have been made by 
International leadhams can be able achived to fight for human rights by providing 
free legal aid, also giving understanding about the human rights prevailing in 
Indonesia by socialize. Activities carried out with, legal and human rights assistance, 
social services, economic empowerment of people who run in accordance with a good 
work program. 
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Motto dan Lembar Persembahan 
                                      و       
(ه  ر ىراخب   ) 
‘’sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 
Yang mengajarkannya. 
(HR.Bukhari) 
س       خ ب    ك   ها ند    و    لا, و    لا  ها ند  , يت ح ب ص ي ا هن   ا   ج  أ ف 
ا ند    غلا ب ي  أ ة  لا  
,  و نوك  لا  لا   ي   سان     ب    اس   
 “Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan 
dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya karena dunianya, 
sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu penyampaikan akhirat. 
Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas sesama manusia“. 
(H.R Muslim) 
Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku, untuk pati nenek ku 
tercinta,  keluargaku, serta kerabat yang mengulurkan semangat, doa untukku dalam 
pendidikan. Skripisi ini merupakan hasil jerih payah keringat perjuangan kita 
bersama. Terima kasih keluargaku tercinta. Karena orang-orang yang menolongku 
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A. Latar Belakang  
Sejarah kelam bangsa indonesia telah mencatat penderitaan, kesengsaraan, 
diskriminatif atas dasar perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, status 
sosial dan lainnya begitu perih terkubur di dalam hati, disebabkan oleh para 
pelaku ketidak adilan yang merampas hak-hak manusia.  
Setiap individu memiliki kebebasan dan hak masing-masing. Saling 
mengedepankan hak masing-masing akan menimbulkan pelanggaran, oleh karena 
itu, hak yang kita miliki dibatasi dengan adanya hak orang lain. Dimana berarti 
kita berkewajiban untuk mengakui juga menghormati terhadap hak orang lain. Ini 
menjadikan hak dan kewajiban tiap-tiap individu harus di jamin dan dilindungi 
oleh negara melalui aturan hukum. 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Tercantum 
pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi  “ Negara Indonesia adalah negara 
hukum”. Hal ini menunjukan bahwa segala dan penyelenggaran peraturan 
pemerintahan Indonesia berdasarkan pada hukum. Pengakuan akan HAM, dan 
penjaminan akan HAM, merupakan unsur dari negara hukum. 
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Indonesia sangat menjunjung dan menjamin akan Hak Asasi Manusia. 
Terbukti dalam UUD 1945 Sebagai dasar negara secara emplisit baik pembukaan 
maupun batang tubuh menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Landasan filosofi 
negera Indonesia, Pancasila memuat kaidah-kaidah tentang HAM secara tegas 
seperti menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila ke 2, dan 
kaidah lain seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan 
bersosialisasi, yang membuktikan bahwa Indonesia menempatkan dasar HAM 
sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.  
Hak setiap manusia itu sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya 
satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari 
yang lain, yakni ketakwaannya. Hal ini diterangkan dalam QS. Al-Hujarat ayat 
13  :  
       Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, paling mulia 
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui, Maha Teliti.
1
 
HAM adalah hak yang telah dimiliki manusia yang telah diperoleh dan 
dibawanya bersamaan dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat. 
Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, 
ras, agama, dan kelamin, dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak 
                                                             
1 Al-qur’an, surah ke 49. 
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Masyarakat Indonesia saat ini berada pada masa demokrasi dimana 
pelanggaran HAM adalah bagian penting dalam transisi mencapai demokrasi. 
Banyaknya kasus pelanggaran HAM atau usaha perbaikan dan kebijakan bagi 
pemajuan dan perlindungan ham, bertumpu pada tangung jawab negara dan peran 
aktif dari lembaga-lembaga penegak HAM.  
Pelanggaran HAM yang terjadi bukan hanya di lingkungan masyarakat 
dengan masyarakat namun banyak juga kasus pelanggaran yang terjadi antara 
aparat dengan masyarakat. Lembaga yang pada dasarnya didirikan oleh 
pemerintah untuk menyelesaikan segala kasus pelanggaran HAM , namun apakah 
benar akan terjamin dan terwujudnya transparasi keadilan apabila terjadi 
pelanggaran dari pemerintahan itu tersendiri kepada masyarakat. Ketidakpuasan 
atas kinerja lembaga pemerintahan dibidang HAM yang dianggap kurang 
memihak pada rakyat memicu terbentuknya lembaga masyarakat non pemerintah 
di bidang HAM. 
Hal-hal semacam inilah yang pada akhirnya tak kurang penting peranan 
masyarakat diwujudkan dalam kegiatan organisasi non pemerintah seperti, 
Lembaga Bantuan Hukum bidang advokasi profesional, biasanya bersifat positif 
dan kontruktif turut memajukan dan melindungi HAM.  
                                                             
2
 Meriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia, 2008) 
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Berdirinya LBH atau Lembaga Bantuan Hukum merupakan salah satu upaya 
pemerintah  dalam mewujudkan HAM di Indonesia. Pemberian bantuan hukum 
merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak setiap 
individu yang tersangkut permasalahan hukum. Bantuan hukum meliputi 
pemberian jasa secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa 
bantuan hukum, setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik secara 
cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberikan 




 Lembaga bantuan hukum merupakan wadah yang menunjang bagi penegakan 
hukum dan usaha perlindungan atas Hak Asasi Manusia dari para aparat negara 
yang bersikap sewenang-wenang. Namun banyak diantara mereka yang telah 
terampas hak-haknya dan tidak melapor. Keterbatasan biaya selalu dieluh-
eluhkan, padahal kendala sebenarnya adalah minimnya pengetahuan akan manfaat 
bantuan hukum dan juga belum mengetahui adanya kesempatan mendapat 
bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang kurang mampu, tak dipungkuri 
kenyataan yang ada hukum lebih tumpul keatas dan tajam kebawah. Maka hal ini  
yang membuat dibutuhkannya  lembaga bantuan hukum yang membantu 
pemulihan hak dan permasalahan hukum tanpa membedakan latar belakang 
mereka. 
                                                             
3
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 
Penuntasan , (Jakarta : Sinar Grafika 2009) 
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Leadham internasional merupakan salah satu lembaga bantuan hukum 
advokasi profesional yang memberikan bantuan hukum serta berupaya 
menegakan HAM menghapuskan ketidak adilan dan perampasan akan hak-hak 
pada manusia. Berdirinya Leadham Internasional secara independen sejak tanggal 
22 Februari 2012
4
 , telah menerima banyak pengaduan terhadap pelanggaran 
HAM baik pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan, membela 
kepentingan klien terlepas dari latar belakang, etnisitas, keturunan, warna kulit, 
ideologi, status sosial, agama, dan kelompok tertentu. Klien adalah orang yang 
membeli sesuatu atau memperoleh layanan jasa
5
,  namun didalam hukum klien 
adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seseorang pengacara dalam 
pembelaan perkara di pengadilan
6
. 
Leadham berusaha menyelesaikan segala bentuk kasus dari pengaduan yang 
diterima dimana bukan hanya menyelesaikan konflik antar individu namun 
leadham Internasional memperjuangkan kasus pelanggaran ham antara 
masyarakat dengan pemerintahan. Dengan Proses Transparasi Leadham mampu 
mencapai keadilan serta mengambil kembali hak-hak yang terampas dari para 
korban baik dari golongan mampu maupun tidak mampu. Tentunya dalam proses 
pencapaian tujuan tersebut yang tepat sasaran diperlukan strategi khusus yang 
dilakukan oleh Leadham Internasional, untuk memahami strategi yang dilakukan 
                                                             
4
 Yusuf L. Tobing, Company Profile International Institusion for Human Right Advocacy, (Jakarta : 
Murni Jaya, 2015) 
5
 KBBI.co.id diakses pada 5 Oktober 2017 
6
 Kang Salim, Pengertian Perbedaan, Konsumen, Customer, Klien, Kangsalim99.blogspot.co.id, 
diakses pada 5 Oktober 2017 
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maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai segala aktivitas yang dilakukan 
oleh lembaga tersebut. Dengan demikian peneliti bertujuan untuk meneliti 
Strategi Lembaga Advokasi HAM Internasional dalam mewujudkan Hak Asasi 
Manusia di Indonesia. Dengan melakukan penelitian deskriptif kualitatif yang 
dilakukan oleh lembaga bantuan hukum tersebut diharapkan dapat menggali lebih 
dalam mengenai strategi yang dilakukan oleh Leadham Internasional dalam 
mewujudkan Hak Asasi Manusia di Indonesia 
B. Pertanyaan Penelitian  
Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti 
memberikan pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian yaitu sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana aktivitas Lembaga Advokasi HAM Internasional? 
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi HAM 
Internasional dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia di Indonesia? 
 
C. Fokus Penelitian  
Berdasarkan pada latar belakang di atas agar penelitian lebih fokus dan 
terarah, maka perlu adanya fokus penelitian. Beberapa macam lembaga 
bantuan hukum non-pemerintah yang ada di Indonesia, yang berperan dalam 
bidang advokat salah satunya adalah Leadham Internasional. Dalam penelitian 
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ini penulis memfokuskan yaitu pada strategi dalam mewujudkan HAM 
diIndonesia yang  dilakukan oleh Lembaga Advokasi HAM Internasional 
melalui bidang bantuan hukum. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan teoritis 
Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah 
pada bidang ilmu sosial politik  
2. Kegunaan Praktis 
a. Peneliti 
Bagi peneliti, penelitian ini berguna dalam menambah wawasan 
dan pengalam baru dalam penelitian. Juga berguna untuk mengetahui 
lebih dalam tentang Hak Asasi Manusia pada Lembaga Advokasi 
HAM Internasional di Indonesia serta perwujudan dalam HAM. 
b. Masyarakat 
Bagi masyarakat penelitian ini berguna memahami tentang hak 
asasi manusia terutama pada hak bantuan hukum, serta berguna bagi 
masyarakat untuk mengetahui apa itu Lembaga Advokasi HAM 
Internasional sehingga dapat mewujudkan Hak Asasi Manusia dalam 
berkehidupan sehari-hari, serta dapat menjadi sumber bacaan bagi 




Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat membantu 
pemerintah dalam mewujudkan terciptanya HAM di Indonesia, dan 
membantu pemerintah dalam mengurangi pelanggaran HAM yang 
terjadi di Indonesia. 
d. Pihak Pengurus Leadham Internasional 
Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi staf dan pengurus 
untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam 
menangani kasus pelanggaran HAM sehingga lebih dapat berperan 







A. Lembaga Bantuan Hukum 
       Strategi adalah taktik, seni, cara melakukan untuk mencapai tujuan
1
. 
Menurut Quinn strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan 
tujuan, kebijakan dan aksi utama yang kohesif
2
. 
        Aktivitas menurut (KBBI), adalah keaktifan, kegiatan, kerja atau salah 
satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian
3
. Aktivitas artinya 
segala sesuatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik fisik maupun non-fisik. 
Sedangkan menurut Sriyono aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan baik 
jasmani maupun rohani
4
. Berdasarkan uraian tersebut aktivitas adalah suatu 
kegiatan aktif yang biasa dilakukan baik fisik atau  nonfisik, jasmani atau 
rohani, yang laksanakan secara terikat. 
       “lembaga” adalah sekumpulan orang yang memiliki hubungan yang 
teratur dengan memberikan definisi pada hak, kewajiban, kepentingan, dan 
tangung jawab bersama
5
. Secara sosiologis, menurut Yasmil Anwar dan 
Adang lembaga adalah suatu format yang mantab, stabil, terstruktur dan 
                                                             
1
 http://kbbi.web.id, diakses pada 17 Januari 2018 
2
 http://digilib.itb.ac.id diakses pada 17 Januari 2018 
3
 Ibid  
4
 Saefullah, Psikologi Perkembangan, dan Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) 
5




mapan, sebagai suatu jaringan sarana hidup, berisis peranan yang menjalankan 
fungsi secara terus menerus dan berulang. Sedangkan  pengertian “bantuan 
hukum” dapat di artikan sebagai pertolongan pemberian pelayanan hukum. 
Jadi lembaga bantuan hukum merupakan  sekolompok orang yang terikat akan 
hak, kewajiban, dan tangung jawab bersama  secara terstruktur yang berfungsi 
sebagai sarana kehidupan masyarakat dilakukan terus menerus dan berulang 
memberikan pertolongan dan pelayanan di bidang hukum.  
       Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau 
pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh 
seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat 
dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan 
mereka yang tidak mampu
6
.  Sedangkan pengertian bantuan hukum didalam 
KUHAP menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa bantuan hukum 
meliputi pemberian jasa secara profesional dan formal, dalam bentuk 
pemberian jasa bantuan hukum, setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak 
pidana, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin 
maupun memberikan bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat 
melalui jalan imbalan jasa
7
. Jadi dapat disimpulkan Bantuan hukum 
merupakan pemberian jasa hukum kepada mereka yang mampu membayar 
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prestasi, maupun kepada mereka yang tidak mampu dengan secara cuma-
cuma tanpa memungut bayar dalam proses kasus perkara. 
       Persamaan hak dimuka hukum tercantum dalam pasal 18D ayat (1) UUD 
1995 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang 
sama dihadapan hukum”8. Jadi secara teori Indonesia melindungi dan 
mengakui setiap individu memiliki hak serta kedudukan yang sama dimata 
hukum, semua golongan tanpa pengecualian. Negara Indonesia telah 
menjamin hak-hak individu bukan sebagai bentuk belas kasian, karena hal 
tersebut merupakan Hak Asasi Manusia. Di tegaskan dalam pasal 34 UUD 
1995 bahwa “fakir miskin merupakan tangung jawab negara”. 
       Bantuan hukum diatur dalam UU No. 16 tahun 2011. Di dalam  pasal 8 
ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang bantuan hukum yang pelaksaannya 
dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan 
Undang-Undang, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-




       Bantuan hukum ini dilakukan oleh para advokad profesional. sebelumnya 
sebutan bagi advokat adalah penasihat hukum. istilah penasehat hukum 
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12 
 
pertama kali dipakai oleh UUPK tahun 1974. Sekarang dengan Undang-
Undang  No. 4 Tahun 2004 dipakai istilah advokat
10
.  Advokasi di Indonesia 
terdiri dari dua macam jenis yaitu legal dan non-legal. Advokasi legal : 
hukum dan kebijakan seperti LBH, dan non-legal : pendidikan kampanye, 
proses-proses penyadaran, dan lain-lain.
11
  
       Tilaar mengatakan dalam bukunya, advokasi profesional dikenal sebagai 
profesi yang mulia (officium nobile) karena berkewajiban pembelaan kepada 
semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, 
budaya, sosio-ekonomi, keyakinan politik, gender, dan ideologi. Bantuan 




       Konsep pemikiran dari bantuan hukum menurut Soejono Soekanto yaitu 
terdapat dua jenis bantuan hukum yaitu bantuan hukum yuris- individual dan 
bantuan hukum kesejahteraan. Menurut Cappeletti dan Gordley, bantuan 
hukum yuris- individual merupakan bantuan hukum yang diberikan kepada 
warga masyarakat untuk melindungi kepentingan- kepentingan individualnya. 
Sedangkan bantuan hukum kesejahteraannya diartikan sebagai suatu hak akan 
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13 
 
kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang 
diberikan oleh suatu negara kesatuan.
13
 
       Namun pendapat lain Schuyt, Greonendjik, dan Sloot membedakan 
bantuan hukum kedalam 5 jenis yaitu : 
1. Bantuan hukum preventif, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan 
dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada 
masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai 
warga negara. 
2. Bantuan hukum diagnosis, disini bantuan hukum diberikan dengan cara 
pemberian nasihat-nasihat hukum atau biasa dikenal dengan konsultasi 
hukum. 
3. Bantuan hukum pengendalian konflik, bantuan hukum ini lebih bertujuan 
untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum kongkrit 
yang terjadi dimasyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberi 
asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa/ 
jasa advokat untuk memperjuangkan kepentingannya.  
4. Bantuan hukum pembentukan hukum, bantuan hukum ini dimaksudkan 
untuk memancing yurispudensi lebih tegas, tepat, jelas dan benar. 
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5. Bantuan hukum pembaruan hukum, merupakan bantuan hukum yang 
usaha-usahanya lebih ditunjukan mengadakan pembaruan hukum, baik itu 
melalui hakim, atau melalui pembentuk undang-undang.
14
 
       Bantuan hukum dilakukan oleh advokat, yang bergabung didalam suatu 
lembaga.  Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau 
organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum 
berdasarkan undang-undang
15
. Secara kontekstual Lembaga Bantuan Hukum 
atau LBH merupakan suatu badan atau pranata yang bertujuan untuk 
membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.
16
 Tujuan 
pendirinya adalah berusah untuk mewujudkan prinsip- prinsip demokrasi dan 
HAM berlandaskan pada hukum NKRI. Tujuan Lembaga Bantuan Hukum 
menurut UU No. 16 tahun 2011 adalah : 
1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk 
mendapat akses keadilan; 
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai 
dengan prinsip kesamaan kedudukan didalam hukum; 
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum 
dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia 
dan; 




 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1. 
16
 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, ( Jakarta: LP3ES, 1998), h. 8 
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      Namun Menurut Adnan B. Nasution tujuan Lembaga Bantuan Hukum ada 
tiga hal yaitu sebagai berikut: 
1. Memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin yang buta 
hukum 
2. Menumbuhkan dan menimba kesadaran warga masyarakat akan 
hak-haknya sebagai subjek hukum 




       Guna bantuan kepada masyarakat korban pelanggaran HAM untuk 
memulihkan kembali hak-haknya maka dibutuhkan adanya Lembaga Bantuan 
Hukum di dalam masyarakat. Bantuan hukum bagi para lembaga dan advokat 
merupakan suatu kewajiban moral , panggilan hati nurani, namun bagi negara 
bantuan hukum merupakan kewajiban konstitusional negara Indonesia dalam 
mewujudkan perlindungan atas hak yang hakiki bagi masyarakat Indonesia. 
B. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) 
       Hakikat HAM adalah upaya menjaga keselamatan manusia secara utuh 
melalui keseimbangan. Keseimbangan itu adalah keseimbangan antara hak 
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dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan pribadi dan 
kepentingan publik. Juga dengan upaya dalam menghormati, melindungi, dan 
menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama 
antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) 
dan negara. 
       Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang sejak ia lahir, 
menurut Paus Pius XII bahkan sejak seorang manusia itu didalam kandungan.  
Setiap manusia, bahkan anak di dalam kandungan, memiliki hak untuk 
hidup secara langsung dari Allah dan bukan dari orang tuanya, bukan dari 
otoritas manusia atau masyarakat mana pun. Dengan demikian, tidak ada 
orang, tidak ada masyarakat, tidak ada otoritas manusia, tidak ada ilmu 
pengetahuan, tidak ada "indikasi" mana pun entah itu secara 
medis, eugenika, sosial, ekonomi, ataupun moral, yang dapat menawarkan 
atau memberikan suatu label yudisial yang sahih atas suatu pembuangan 
secara langsung satu kehidupan manusia yang tak bersalah.
19
 
       Menurut UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan pengertian HAM adalah 
seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai mahkluk ciptaan 
Allah Swt, dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di hargai dan 
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       Pendapat yang sejalan lainnya, menurut Meriam Budiarjo, HAM adalah 
yang telah dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamanya 
dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa 
beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras ,agama, 
dan kelamin, dan karena itu bersifat universal
21
. Hak-hak bersifat supralegal 
tidak bergantung pada pemerintah, bukan karena perbuatan amal dan 




       Dari pengertian akan HAM diatas maka disimpulkan ciri-ciri pokok 
hakikat HAM yaitu : 
1. Tidak dapat dicabut, artinya adalah hak tidak dapat di hilangkan 
atau di serahkan 
2. Tidak dapat dibagi, artinya semua berhak mendapat semua hak, 
apakah hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya 
3. Hakiki, artinya semua hak sudah ada sejak lahir 
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4. Universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang 
status, suku bangsa, gender, dan perbedaan yang lain.
23
 
Landasan hukum HAM di Indonesia 
       Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam perlidungan HAM 
di Indonesia yaitu termuat dalam bagan di bawah ini : 
Tabel 2.1 
Landasan Hukum 
Landasan Hukum Penjelasan 
1. Pancasila  Terdapat pengakuan HAM pada setiap sila, sila 
pertama kebebasan memeluk agama, (sila 
kedua) kehendak memperlakukan manusia 
secara pantas, (sila ketiga) mengutamakan 
kepentingan bangsa dan  negara, (sila keempat) 
hak untuk memberi pendapat berkumpul juga 
ikut dalam pemerintahan, (sila kelima) 
persaman derajat dan kesempatan bagi seluruh 
rakyat indonesia. 
2. UUD 1945 Dalam pembukaan UUD 1945 menjelaskan 
bahwa hak setiap bangsa adalah bebas dari 
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segala bentuk penindasan oleh penguasa, 
kelompok dan lainnya.  
Dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat hak 
dalam hukum dan pemerintahan, hak 
penghidupan yang layak, yang berserikat 
berkumpul, hak memeluk agama, hak 
pendidikan, hak fasilitas kesehatan. Tercantum 
pada : 
Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), pasal 28 A 
sampai dengan J, pasal 29 ayat (1) dan (2), 
pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1) dan (2), 
pasal 32 ayat (1), pasal 33 ayat (1), (2) dan (3), 
dan pasal 34 ayat (1).
24
 
3. Ketetapan MPR No 
XVII/MPR/1998 
Terdapat dua isi pokok: 
Bangsa Indonesia memandang dan menyikapi 
HAM bersumber pada ajaran agama, nilai 
moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa 
yang tercermin pada dua landasan hukum diatas 
Yang kedua, bangsa Indonesia sebagai anggota 
dari perserikatan bangsa-bangsa mempunyai 
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tangung jawab untuk menghormati Deklarasi 




4. UU No. 39 Tahun 
1999 
Mengatur tentang Hak Asasi Mannusia dan 
segala jenis hak yang menjadi hak dasar 
manusia 
5. UU No. 26 Tahun 
2000 
Mengatur tentang pengadilan Hak Asasi 
Manusia yang menjamin perlindungan 
kepastian keadilan pada pelanggaran HAM 
berat 
6. UU No. 7 Tahun 
1984 
Berisikan tentang penghapusan segala macam 
bentuk kekerasan terhadap perempuan 
7. UU No. 23 Tahun 
2004 





       Dalam sejarahnya perkembangan HAM mengalami empat generasi. 
Empat generasi yakni sebagai berikut : 
I. Generasi pertama, memperjuangkan hak-hak sipil dan politik  
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II. Generasi kedua memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan 
budaya 
III. Generasi ketiga memperjuangkan hak pembangunan 
IV. Generasi keempat memperjuangkan hak. 27 
       T Mulya Lubia memberikan pengertian mengenai generasi I hingga ke 
IV. Pada generasi I konsep HAM (equality before the law),sarat hak-hak 
yuridis, seperti hak untuk tidak disiksa dan ditahan, hak akan persamaan 
dihadapan hukum, hak akan peradilan yang jujur (fair trial), praduga tak 
bersalah dan sebagainya. Generasi I ini merupakan reaksi terhadap kehidupan 
kenegaraan yang totaliter dan fasistis yang mewarnai tahun-tahun sebelum 
perang dunia ke II. Generasi II konsep HAM, merupakan perluasan secara 
horizontal generasi I, sehingga konsep HAM mencangkup juga bidang sosial, 
ekonomi, politik, dan budaya. Generasi II merupakan reaksi bagi negara dunia 
ketiga yang telah memperoleh kemerdekaan dalam rangka mengisi 
kemerdekaannya setelah perang dunia II. Generasi III konsep HAM, 
merupakan ramuan dari hak hukum, sosial, ekonomi, politik, dan budaya 
menjadi apa yang disebut hak akan pembangunan (the right to development). 
Hak Asasi Manusia dinilai sebagai totalitas yang tidak boleh dipisah-
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. Kemudian pada generasi IV muncul dampak negatif dari 
pemikiran konsep HAM generasi III, dimana lahirnya generasi ini mengkritik 
peran negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus 
pada pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan di abaikannya seperti 
aspek kesejahteraan masyarakat. Generasi IV ini lebih maju karena tidak 
hanya mencangkup tuntutan struktural tetapi juga berpihak pada terciptanya 
tatanan sosial yang berkeadilan.
29
 
      Bentuk - Bentuk HAM 
       Erwin mengklarifikasikan bentuk-bentuk HAM yaitu sebagai berikut: 
1. Hak sipil, hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka 
hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok 
anggota masyarakat tertentu dan hak hidup dan kehidupan. 
2. Hak politik, terdiri dari kebebasan berserikat dan berkumpul, hak 
kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan 
hak menyampaikan pendapat dimuka umum. 
3. Hak ekonomi, terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan 
kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan dan berkelanjutan. 
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4. Hak sosial dan budaya, terdiri dari hak memperoleh kesehatan, dan 
hak memperoleh perumahan dan pemukiman.
30
 
       Instrumen HAM terdapat di dalam DUHAM ( Deklarasi Universal HAM) 
tahun 1948. Norma- norma didalamnya adalah kaidah yang telah disepakati 
dan diterima oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak-
hak dari DUHAM seperti hak sipil, politik, ekonomi sosial, dan budaya  
merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam piagam PBB . 
DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM dalam bentuk umum dan sumber 
utama dari pembentukan dua konvenan yaitu konvenan internasional tentang 
hak sipil dan politik ICCPR (International Convenant on Civil and Political 
Rights) tahun 1976 dan konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, 




       Indonesia pada 30 September 2005 meratifikasi dua perjanjian konvenan 
ICCPR dan ICESCR. Pada 28 Oktober 2005 pemerintahan Indonesia 
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       Jika dilihat dari terbentuknya intrumen internasional diatas, mengartikan 
bahwa Indonesia sudah lebih dulu mengikrarkan tentang HAM seperti pada 
Pancasila dan UUD 1945 baik pembukaan maupun batang tubuh telah 
memiliki nilai-nilai akan hak baik sipil, politik, sosial dan budaya.  
       Berikut adalah bentuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang 
termuat dalam DUHAM juga terdapat dalam UUD 1945. 
Tabel 2.2 
Bentuk-Bentuk Hak 
Bentuk Hak DUHAM UUD 1945 
Pasal Pasal  
1. Hak sipil dan politik 
 Hak hidup, kebebasan dan keamaan 
pribadi 
 Larangan perbudakan 
 Larangan penganiyaan  
 Persamaan dimuka hukum, larangan 
penangkapan, penahanan sewenang-
wenang, peradilan yang jujur 
 Kebebasan bergerak, dan memilih 
tempat tinggal 















28 I ayat (1) 
28 G ayat (2) 
28 D ayat (1), 28 I 
ayat(1) 
 
28 E ayat (1) 
 
28 H ayat (4) 
25 
 
 Kebebasan berfikir, menyuarakan hati 
nurani, dan beragama 
 Hak bekumpul, berserikat, dan 
mengeluarkan pendapat 
 Turut dalam pemerintahan 







28 E ayat (1) (2), 28 I 
ayat (1), 29 ayat (2) 
28 E ayat (2) (3) 
 
28 D  ayat (3) 
28 D ayat (4), 28 E 
ayat (1) 
2. Hak Eko, Sos, Bud. 
 Hak atas pekerjaan 
 Jaminan sosial 
 
 Standar hidup yang layak, termasuk 
kesehatan 
 Pendidikan 













27 ayat 2 
28 H ayat (2) (3), 33, 
34 ayat (2) 
28 H ayat (1), 33 ayat 
(3), 34 ayat (3) 





       Sederet konstitusional HAM yang ada di Indonesia tidak berarti bahwa 
pelaksanaan akan HAM berjalan lancar dan aman. Konstitusi yang telah 
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diatur pemerintah adalah bentuk upaya penjaminan dan perlindungan hak 
asasi masyarakat, dengan tujuan mengantisipasi terjadinya pelanggaran 
HAM. Masih meningkatnya pelanggaran yang terjadi tiap tahun di 
Indonesia, serta perampasan hak masyarakat, dan pelanggaran-pelanggaran 
yang terjadi merupakan dampak yang tak terelakan dari transisi menuju 
demokrasi. 
       UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan pengertian bahwa pelanggaran 
HAM adalah segala tindakan yang dapat dilakukan individu maupun 
kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak yang dapat 
berakibat pada pembatasan atau bahkan penghilangan hak asasi  orang lain 
yang dilindungi  oleh Undang-Undang dan yang tidak mendapat atau 
dikhawatirkan tidak mendapat penyelesaian hukum secara adil dan benar 
sesuai aturan hukum yang berlaku
35
.   
       Pelanggaran HAM biasanya merujuk pada suatu tindakan perampasan 
dan penghancuran hak dasar manusia. Seperti yang telah dikemukakan di 
atas hak hidup, hak beragama, larangan perbudakan, hak mengeluarkan 
pendapat dan lainnya. Namun harus di garis bawahi tidak semua pelanggaran 
tentang hak dapat dikategorikan keranah pelanggaran HAM. 
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       Pelanggaran HAM terbagi atas dua jenis, yaitu pelanggaran HAM 
ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan seperti 
melecehkan, mengejek, tidak menghargai pendapat orang lain, dan 
sebagainya
36
. Sedangkan pelanggaran HAM berat menurut UU No. 26 
Tahun 2000 yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
37
. 
       Kejahatan genosida seperti memusnahkan seluruh atau sebagian 
kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama
38
. Kejahatan 
kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yag dilakukan sebagai serangan 
meluas atau sistematik. Yang diketahuinya bahwa serangan tersebut 
tunjukan secara langsung penduduk sipil berupa : 
a. Pembunuhan, 
b. Pemusnahan, 
c.  Perbudakan, 
d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain 
secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan 
pokok hukum internasional, 
f. Penyiksaan, 
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g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 
pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau 
bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, 
h. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan 
yang didasari paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, 
jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal 
sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, 
i. Penghilangan orang secara paksa, atau 
j. Kejahatan apartheid39. 
       Apartheid adalah penindasan dan dominasi suatu kelompok ras atau 
kelompok ras lain untuk  mempertahankan dominasi dan kekuasaannya
40
. 
Dari beberapa hak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelanggaran 
HAM baik itu pelanggarn HAM riangan maupun pelanggaran HAM berat, 
akan diproses melalui suatu badan peradilan secara adli dan transparai, tanpa 
melihat latar belakang ras, status sosial, agama, suku, dan sebagainya baik 
pelanggaran yang dilakukan secara horizontal oleh masyarakat dengan 
masyarakat maupun secara vertikal oleh masyarakat dengan aparat negara.  
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 Encik Muhamad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang : Setara Press, 2017) 
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C. Penelitian  Yang Relavan 
       Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa yang dilakukan oleh 
Endang Suparta , SH dengan judul “Peranan Bantuan Hukum dalam Rangka 
Mewujudkan Perlindungan HAM Terhadap Terpidana” yang diterbitkan pada 
bulan Desember 2009.  
       Dari hasil penelitian tersebut didapat yaitu sampai saat ini kesemua 
pengaturan hukum tentang bantuan hokum di Indonesia tidak ada satupun 
yang mengatur mengenai hak terpidana untuk mendapatkan bantuan hukum, 
padahal tindak terpidana adalah salah satu pihak yang sering mendapat 
perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang dari aparat hukum 
       Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai 
Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia dalam segala upaya dalam rangka 
mewujudkan Hak Asasi Manusia sedangkan perbedaannya adalah penelitian 
ini membahas bagaimana jalannya perundang-undangan akan hak terpidana 
untuk mendapat keadilan dan pembelaan dari pada Lembaga Bantuan Hukum 





A. Tujuan Penelitian 
       Dalam penelitian ini tujuan umum yang ingin dicapai adalah 
untuk mengetahui apa itu Leadham Internasional. Secara khusus 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja aktivitas yang 
dijalankan oleh Leadham Internasional, dan bagaimana strategi yang 
dilakukan oleh  Leadham Internasional dalam mewujudkan Hak Asasi 
Manusia. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
       Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian dilakukan adalah 
Kantor Pusat Leadham Internasional, di Jalan Cempaka Putih Tegah 
21 No. 4, RT. 2 /RW. 6, Cempaka Putih Timur, kota Jakarta Pusat, 
DKI Jakarta. Selanjutnya waktu penelitian  dilanjutkan selama tiga 
bulan pada bulan September hingga November 2017. 
C. Metode Penelitian  
       Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu
1
. Metodelogi penelitian yang 
digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif  dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran 
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 Sugiono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013) 
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atau paparan terhadap sesuatu peristiwa yang diteliti
2
.  Gambaran serta 
paparan dalam penelitian ini mengenai aktifitas Leadham Internasional 
dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia. 
 
D. Sumber Data 
       Dalam penelitian ini digunakan teknik non probability sampling 
yaitu teknik pengambilan sample yang tidak memberi peluang bagi 
setiap unsur yang dipilih untuk menjadi sample. 
       Beberapa macam dari teknik non probability peneliti 
menggunakan jenis purposive sampling, yaitu teknik penentuan atau 
pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu
3
. 
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data didapat
4
. 
       Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif ini 
terbagi menjadi dua jenis data sebagai berikut : 
a. Data primer adalah data yang dibuat oleh para peneliti untuk 
maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang 
ditanganinya. Data dilakukan langsung oleh peneliti dari 
sumber pertama
5
. Data atau informasi utama dari ketua umum 
Leadham Internasional Yusuf. L. Tobing, dan ketua DPD 
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 Moneey dalam Baedhowi, 2011: 95 
3
 Sugiono, op.cit, hlm. 301-302 
4
 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, Pendekatan Praktik, (Bandung : PT. Rineka Cipta, 2010). 
5
 Sugiono ,op.cit, hlm. 137 
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Leadham Internasional Hironimes Oto, kemudian itu data 
infomasi lainnya yaitu dari 5 orang staff dari lembaga 
Leadham Internasional. 
b. Data sekunder adalah data yang bukan dari sumber pertama 
sebagai saran untuk memperoleh data atau informasi untuk 
menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh berupa 





E. Langkah-Langkah Pengumpulan Data 
A. Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dibutuhkan untuk 
menjawab rumusan masalah dalam penelitian.  
1. Studi Kepustakaan 
        Studi kepustakaan menurut Nasir adalah teknik pengumpulan 
data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, 
literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang ada 
hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. 
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2006), Hlm. 16 
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Peneliti melakukan studi kepustakaan guna mencari buku-
buku terkait LBH, Hak Asasi Manusia, dan Leadham 
internasional.  
2. Observasi 
Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 




  Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi deskriptif 
dengan mengumpulkan data mengamati keadaan wajar yang tanpa 
disengaja mempengaruhi, mengatur, ataupun memanipulasi.  
 Observasi yang dilakukan yaitu pada kantor Pusat Leadham 
Internasional yang berlokasi di Cempaka Putih Tengah, Jakarta 
Pusat. 
3. Wawancara  
Wawancara dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari 
subjek penelitian dengan pertimbangan dan secara mendalam agar 
sesuai dengan kepentingan penelitian. 
Wawancara menurut Setyadi dalam Gunawan adalah suatu 
percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu dan 
merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih 
berhadapan secara fisik.  
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 Nurboko, Cholid dan Achmadi Abu, Metodelogi Penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013). 
34 
 
Peneliti melakukan wawancara guna mendapat data informasi 
bagi penelitian. Peneliti mewawancara sumber utama yaitu ketua 
Lembaga Advokasi HAM Yusuf L Tobing Suryodiningrat dan 
ketua DPP Kabupaten Nusa Tenggara Barat Hinomes, Oto dan 
untuk Informan peneliti mewawancarai 5 orang staff Lembaga 
Advokasi HAM yang merupakan ketua DPP dan DPC dar 
Leadham Internasonal 
4. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan seperti 
catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan 
kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya, foto, gambar 
seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi 
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 
dan wawancara dalam penelitian kualitatif
8
. 
Dokumen yang dipakai dalam penelitian adalah data-data 
tentang Leadham Internasional, data-data terkait program dan 
kegiatan yangdilakukan oleh lembaga Leadham Internasional, juga 
foto-foto dilokasi penelitian.  
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B. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data 
Peneliti melakukan teknik kalibrasi keabsahan data dengan : 
1. Perpanjang Pengamatan 
Perpanjang pengamatan ini dilakukan untuk memeriksa ulang 
temuan si peneliti yang berarti temuan si peneliti di cek apakah 
terjadi bias atau salah persepsi dari penelitian dengan cara si 
peneliti lebih lama dilapangan
9
.  
 Pada peneliti ini peneliti melakukan pengambilan data melalui 
wawancara langsung kepada responden terpilih. Responden 
terpilih adalah anggota dari LSM itu tersendiri. Juga nara sumber 
utama yaitu bapak Yusuf. L. Tobing Suryodiningrat. 
2. Audit Trial  
 Audit trial adalah teknik yang dilakukan dengan meminta 
masukan saran atau kritik kepada teman sejawat. Dalam penelitian 
ini peneliti melakukan diskusi dengan teman-teman rekan 
mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta untuk memecahkan 
masalah yang dihadapi seama proses penelitian. Teman sejawat 
yang turut dalam teknik ini adalah Nurul Aulia dan Linda Hayati, 
yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan saran 
serta masukan. Diharapkan dengan adanya bantuan teman sejawat 
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 Dr. Nusa Putra, Penelitian Kualitatif IPS. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). Hlm. 107 
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ini dapat memberikan kritik dan saran yang membangun bagi 
peneliti. 
3. Triangulasi Data 
Peneliti menggunakan pengecekan kebenaran dan ketepatan 
apakah data tersebut valid atau tidak melalui teknik pengumpulan 
data triangulasi. Teknik triangulasi waktu dilakukan melalui data, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang 
diperoleh akan diolah agar penelitian ini dapat terjamin 
kebenarannya.  
 
C. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif  menurut Miles 
dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung 
terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data 
yang diteliti terkumpul. 
a. Reduksi Data  
Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 
kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 




b. Analisis Data 
Setelah semua data observasi, dokumentasi dan wawancara 
terkumpul maka selanjutnya adalah tahap analisis data. Tujuannya 
adalah untuk menyederhanakan dan juga mempermudah data 
untuk ditafsirkan. 
c. Penyajian Data   
Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data 
kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan 
informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan 
adanya penarikan kesimpulan. 
d. Penarikan Kesimpulan  
Penarikan kesipulan merupakan hasil akhir dari analisis 
data yang digunakan untuk mengambil tindakan. Setelah melalui 
reduksi data, penyajian data, maka ditariklah sebuah kesimpulan 
yang dapat dengan mudah dipahami berdasarkan pengamatan dan 









       LAMPIRAN  
       Lampiran 1 
KISI – KISI INTRUMEN PENELITIAN 
“LEMBAGA ADVOKASI HAM DALAM MEWUJUDKAN HAK ASASI 
MANUSIA DI INDONESIA” 
No  Aspek  Indikator  Metode  






 Pelaksanaan visi dan misi 
 Akreditasi lembaga 
berdasarkan Undang-Undang 
 Jenis program yang 
dilaksanakan 
 Tahap pencapaian program 
tujuan  
 Kampanye pengenalan 
lembaga serta kampanye 
HAM 


















































pelayanan bantuan hukum 












 Fasilitas- fasilitas  penunjang 
aktivitas 
 Struktural divisi 
 Pelaksanaan aktivitas tiap-
tiap divisi 
 Kasus pelanggaran HAM 
 Jenis manfaat yang diperoleh 
 Sumber pendanaan aktivitas 
 Lembaga-lembaga yang 
berkerjasama 






































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 
1. Gambaran umum Leadham Internasional 
a. Sejarah  
 
Gambar 4.1 
Logo Leadham Internasional 
SKT. Kesbangpolinmas, Kementrian dalam Negeri RI Nomor : 220/753-Poldagri/III/2012 
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DAN HUKUM DAN HAM RI. 
NO. AHU-19.AH.01.07 Tahun 2012 NIP. 03.269.357.4-027.000 
 
       Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional yang disingkat 
Leadham Internasional adalah lembaga yang lahir dari panggilan hati nurani 
oleh sekelompok kecil anak bangsa dengan melihat, memperhatikan, 
mengalami kondisi, dan situasi berbangsa dan bernegara di NKRI yang 
sangat memperihatinkan yang mendorong lahirnya rasa kepedulian dan rasa 
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tangung jawab untuk ikut serta bersama pemerintah dan seluruh elemen 
bangsa dalam menuju bangsa Indonesia yang adil dan makmur, berbudaya, 




       Sejak berdirinya Leadham Internasional pada 22 Februari 2012 di 
Jakarta, yang di prakasai oleh bapak Yusuf L. Tobing Suryodiningrat. dan 
telah dideklarasikan pada tanggal 23 Juni 2014 bertempat di hotel Lumire 
Jakarta. Lembaga ini berfokus pada perjuangan pelanggaran hukum dan 
HAM. Lembaga ini berdiri atas hubungan kerjasama dengan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB). Telah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, 
dengan pimpinan bagian pusat yang berlokasi di Jakarta DPP, dan bagian 
wilayah, daerah, dan cabang.   
       Leadham Internasional hadir sebagai lembaga independen yang 
bergerak dalam bidang HAM untuk membela segala bentuk ketidakadilan 
yang terjadi dimasyarakat, melindungi masyarakat yang menginginkan 
haknya untuk diakui, dan membatu memperjungankan segala hak yang 
terampasan dari masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM. Hal ini 
sesuai dengan ungkapan Bapak Yusuf L. Tobing selaku ketua Leadham 
Internasional, bahwa :  
Manusia kini sudah tidak punya nilai, tidak punya harga, jadi 
manusia sudah lebih banyak dihina, hak-haknya dirampas, 
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diperlakukan tidak adil, mendapat diskriminasi dan sebagainya, jadi 
ini yang sedang belaku saat ini, pelanggaran HAM di Indonesia sangat 
luar biasa hebatnya. Jadi lembaga ini hadir di Indonesia untuk 
memberikan perlindungan, pemahaman, pembelaan HAM terhadap 
masyarakat yang menjadi korban pelanggaran Hukum dan HAM 




       Maraknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi Indonesia mendorong 
Leadham Internasional untuk membantu pemeritah menjadi sebuah sarana 
yang menjembatani antara masyarakat pemerintah dan hukum itu sendiri, agar 
mewujudkan hukum dan HAM. Informan mengatakan bahwa : 
Kita sudah melihat ketimpangan yang terjadi dan juga terjadi 
ketimpangan sosial antara keadilan dengan hukum yang berlaku. Dan 
keadilan hukum itu sendiri sudah tidak dipercayai oleh masyarakat 
lewat tangan pemerintahan, maka kita hadir dari pihak masyarakat 
untuk membantu persoalan-persoalan di masyarakat dan bersama-
sama dengan mereka untuk memperjuangkan Hak Asasi
3
. 
       Lembaga yang berdiri untuk berdedikasih melayani sebuah panggilan 
kemanusiaan, setiap anggota tergerak untuk membantu sesama manusia tanpa 
mengharap imbalan, baik miskin maupun kaya, yang tidak berdaya dan  
teraniaya akan pelanggaran Hukum dan HAM tanpa memandang suku, 
agama, ras budaya dan lain-lain.  
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 Hasil wawancara Yusuf L. Tobing, pada 27 November 2017 
3
 Hasil wawancara Oktofianus pada 27 November 2017 
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b. Visi dan misi 
Gambar 4.2 




















Menjadi lembaga kredibel yang 
memperjuangkan pembinaan dan penegakan 
HAM sehingga tercipta masyarakat yang 
berkeadilan, bermartabat, sejahtera, rukun 
dan damai berdasarkan Pancasila, UUD 1945 
dan Declaration of Human Right. 
VISI 
MISI 
Memiliki SDM yang punya kapasitas dan 
kapabilitas di bidangnya untuk melaksanakan 
program HAM di seluruh Indonesia 
Melakukan kerjasama strategik dengan 
pemerintah, Komnas HAM, LSM, PBB dan 
lembaga lain yang peduli dengan HAM 
Proaktif terhadap isu dan masalah-masalah 
HAM yang terjadi baik didalam maupun di luar 
negeri  dan menjadi problem- solver terhadap 
masalah yang ada 
VALUE Independent, integritas, transparant, non 




c. Sarana dan prasarana 
Sarana  : Kantor Pusat Leadham Internasional 500m² 
Prasarana  : Ruang rapat, ruang ketua umum, ruang tamu, ruang 
aula outdoor, mushola, kamar mandi, kamar tidur, 
ruang makan, dapur, area hijau parkir dan pos security 
d. Sumber dana 
       Sumber dana dalam lembaga merupakan yang penting, karena dengan 
adanya dana maka setiap program kegiatan di suatu lembaga akan berjalan 
sesuai yang direncanakan. Adapun biaya operasional yang dibutuhkan dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan terhadap masyarakat 
Leadham Internasional di setiap wilayah dan daerah masing-masing 
melakukannya dengan cara swadaya, sumbangan sukarela dari masing-
masing anggota.  
Bapak Yusuf L. Tobing Suryodiningrat  mengatakan bahwa : 
Leadham ini hadir secara independen tidak ada donatur 
atau sponsor resmi, jadi untuk membiayai operasional itu 
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e. Struktur organisasi 
       Struktur dalam lembaga Leadham Internasional terbagi atas Dewan 
Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan 
Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Kini jumlah staff 
Leadham Internasional berjumlah 50 orang, dang jumlah anggota sebanyak 
10.000 orang. Untuk Dapartement Hukum, Advokasi dan HAM pada bagian 
DPP, memiliki tugas yaitu
5
 : 
1. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan terkait dengan bidang 
Hukum dan HAM di masyarakat bagi kepentingan seluruh lapisan 
masyarakat. 
2. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap perkembangan hukum di 
Indonesia dan merumuskan serta menyiapkan suatu perangkat hukum 
yang dapat menjadi sumbangsih kepada pemerintah dan masyarakat 
umunya. 
3. Memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada seluruh lapisan 
masyarakat yang tidak mendapat keadilan hukum dan menjadi 
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B. Deskripsi Informan 
       Informan penelitian Lembaga Advokasi HAM Internasional dalam 
mewujudkan Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan orang yang 
mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan lembaga Leadham 
Internasional, dengan lama bergabung minimal tiga tahun dengan lembaga 
tersebut agar mendapat data yang lebih akurat mengenai Leadham 
Internasional. 
       Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang staff yang telah bergabung 
hampir sejak lembaga ini didirikan, yang berada di kantor pusat Leadham 
Internasional, kemudian informan lain adalah  orang anggota dari lembaga 
lain diluar lembaga Leadham Internasional yang membangun hubungan 
kerjasama. Hal ini dilakukan agar peneliti melakukan perbandingan hasil data 
yang diperoleh. 
       Sementara untuk key informan adalah ketua umum dari Lembaga 
Advokasi HAM Internasional yaitu Yusuf L. Tobing Suryodiningrat, dan 
Hironimes Oto yang menjabat sebagai ketua DPP Kabupaten TUU, Provinsi 
Nusa Tenggara Timur. Kedua key informan dalam penelitian ini menjadi 
sumber informasi utama sekaligus memberikan informasi-informasi yang baik 




C. Temuan Penelitian 
1. Aktivitas Leadham Internasional 
       Aktivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik fisik maupun 
nonfisik, yang dilakukan secara terikat yang dilakukan oleh tiap divisi struktur 
lembaga.  Tiap-tiap divisi menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan 
visi dan misi Leadham Internasional.  
       Kantor pusat Leadham Internasional tengah dipadatkan dengan kegiatan 
inti untuk bulan November 2017, yaitu acara “Peresmian Pembukaan 
Pelayanan Kemanusiaan dan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat 
Lembaga Advokasi HAM Internasional (DPP Leadham Internasional). 
Dengan kegiatan awal yaitu rapat diskusi untuk menentukan panitia acara, 
kemudian rapat untuk pembagian tugas tiap kepanitian, menyusun proposal 
dan agenda acara. Rapat diskusi dilakukan secara kontinue sebelum hari acara 
dilaksanakan pada tanggal 30 November 2017, dengan anggaran yang tertulis 
di dalam proposal pelantikan DPP yaitu sebesar RP.394.250.000. 
Tamu undangan pada acara pelantikan DPP , antara lain: 
 Joko Widodo    Presiden RI 
 Yosana H Laoly    Mentri Hukum dan HAM 
 Tjahjo Kumolo    Mentri Dalam Negeri RI 
 Retno Lestari P    Mentri Luar Negeri RI 
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 Kholifah Indar    Mentri Sosial RI 
 Yohana Susana    Mentri Pemberd. Perempuan 
 Zulkifli Hasan     Ketua MPR RI 
 Jendral Gatot Nurmantyo   Panglima TNI 
 Joseph R. Donovan Jr   Dubes Amerika Untuk RI 
 Osama bin Mohammed   Dubes Arab Saudi Untuk RI 
 Dato’ Seri Zahrain   Dubes Malaysia Untuk RI 
       Dan tamu undangan lainnya dari ketua partai, tokoh agama, dan lain-
lain
6
. Selain kegiatan pelantikan pengurus DPP, ada kegiatan-kegiatan yang 
rutin dilakukan oleh seluruh pengurus Leadham Internasional, baik DPP, 
DPW, DPD, maupun DPC. Dengan jumlah staff 50 orang dan jumlah anggota 
sebesar 10.000 orang. Orang-orang yang tergabung menjadi mitra kerja ini 
adalah mereka yang ingin melayani setiap manusia dari kesenjangan dan 
ketidakadilan akan hukum dan HAM, informan mengatakan alasan mereka 
bergabung dengan leadham “kami merasa terpanggil untuk membantu 
melayani antara sesama umat manusia”7.  Hampir semua informan 
mengatakan bahwa alsan mereka bergabung serupa dengan pendapat informan 
diatas, seperti  Bapak Ladohaingu juga mengatakan: 
       Alasan saya bergabung dengan lembaga ini adalah untuk 
membantu sesama manusia, dan wilayah kecamatan Lamboya merasa 
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 Hasil wawancara Datunyanyi, pada 29 November 2017. 
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segala sesuatu berkekurangan, baik secara hukum, maupun secara 
ekonomi, agar di wilayah tersebut mendapat perlindungan hak
8
. 
       Jadi alasan bergabungnya staf-staf sebagai informan mengatakan bahwa 
mereka bergabung untuk melayani sesama manusia, untuk menolong sesama 
umat yang tertindas, dan juga untuk mendapat perlindungan dari lembaga 
yang independen ini.  
       Berikut adalah kegiatan jangka panjang yang rutin dilakukan yaitu 
sebagai berikut: 
a. Pendampingan Hukum dan Perlindungan 
 Mediasi (musyawarah kekeluargaan) 
 Pendekatan Budaya melibatkan tokoh adat 
 Penyelesaian kasus melalui jalur hukum 
       Dalam pendampingan dan perlindungan hukum, Leadham melakukan 
secara cuma-cuma tanpa memungut biaya kepada golongan yang tertindas 
akan hukum dan HAM  
       Berbagai macam kasus yang terjadi baik ringan maupun berat. Baik kasus 
yang bersifat horizontal antara masyarakat dengan masyarakat maupun 
vertikal antara pemerintah dengan masyarakat.. Bapak Datunyanyi, selaku 
informant mengatakan “kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling 
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banyak dan sering kita terima adalah, Pelecehan Sexsual, KDRT dan 
pembunuhan”9.  
       Informan lain Bapak Otofianus, juga mengatakan “selama ini paling 
banyak kami menerima dilapangan, ada KDRT, dan pelecehan sexsual”.10 
Jadi dapat disimpulkan kasus paling banyak yang telah diterima oleh 
Leadham adalah pelecehan sexsual dan KDRT. 
       Berikut adalah beberapa contoh kasus yang ditangini oleh Leadham 
Internasional baik bgaian Pusat maupun daerah, contoh kasusnya: 
1. Kasus pertama ini merupakan kasus yang paling terkenal bagi seluruh 
Lembaga Bantuan hukum dan LSM lain. Kasus ini terjadi di Lapas 
Cebongan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan korban 
bernama Serka Heru Susanto ( Thn) (L) seorang TNI-AD intel yang 
merupakan mantan anggota Kopasus.  
2. Kasus kekerasan pelecehan seksual, dengan korban bernama Silviana 
Kaka Daha (17 Thn) (P), dengan tersangka seorang kerabatnya 
bernama Austinus Kaka (36 Thn) (L). pelecehan seksual berupa 
pemerkosaan serta ancaman, dengan tuntuan 6 Tahun penjara. 
3. Kasus penaniayaan dan kekerasan dengan korban bernama Manase 
Umbu Deta (L). korban mendapat kekerasan penyiksaan yang 
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dilakukan aparat kepolisian di Polres Sumba bernama Yosef Janu (25 
Thn) (L),dkk, korban di aniaya secara tak wajar, dengan di setrum, di 
borgol, dan kekerasan lainnya selama 6 bulan, korban di fitnah 
melakukan pembunuhan seorang Pendeta yang tak dilakukan oleh 
korban. Keputusan akhir korban dinyatakan tidak melakukan tindak 
pidana pembunuhan. 
4. Kasus pembunuhan mutilasi seorang guru SD Atambua, Kampung 
Binake, Desa Babotin, Kecamatan Botin Leobele, yang bernama 
Rosalind Bete (50 thn) (P). Dengan tersangka adalah suami korban 





b. Kegiatan Sosial Kemanusiaan /Bakti Sosial 
       Kegiatan sosial merupakan sebuah bentuk kepedulian pada 
masyarakat. Leadham Internasional menyalurkan kepeduliannya 
diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti berikut:  
 Pembangunan/ perbaikan tempat tempat ibadah 
 Bantuan bedah rumah tidak layak huni 
 Bakti sosial donor darah 
 Pengobatan gratis dan sunat masal 
 Pemberian beasiswa pada siswa/i berprestasi 
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 Pemulihan (rehabilitasi) korban pelecehan seksual, KDRT, narkoba 
dan gangguan jiwa 
 Memberikan bantuan korban bencana alam,dan lainnya 
 
c. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 
       Kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan suatu 
kegiatan untuk meningkatkan perekonomian yang lebih maju dan 
kompetitif. Kegiatan yang dilakukan secara swadaya mengelola segala 
sumber ekonomi seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, 
kerajinan, dan lainnya. Leadham Internasional bersama dengan rakyat 
melakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai berikut: 
 Bantuan modal usaha, dengan memberikan bantuan modal usaha 
kepada para petani juga nelayan, kemudian kepada para pengrajin dan 
juga pemberian modal pada kolmpok usaha kecil dan menengah 
 Koperasi, dengan kegiatan yaitu penyuluhan anggota koperasi, 
meningkatkan usaha keterampilan kaum wanita, bantuan modal untuk 
usaha kecil, dan bantuan peralatan untuk masyarakat terampil seperti 
pertukangan dan perbengkelan. 
 Pertanian dan perikanan, dengan kegiatan pemberian pengadaan pupuk 
dan semprotan hama untuk para petani, bantuan usaha modal untuk 




 Perkebunan dan perternakan, bantuan pengadaan bibit jagung, kelapa 
dan lainnya, bantuan modal dan alat-alat pertukangan.
12
 
       Menjalankan berbagai macam aktivitas kegiatan yang dilakukan Leadham 
Internasional akan memperoleh suatu manfaat yang dirasakan baik pada tiap-
tiap anggota secara personal maupun manfaat secara general.  
       Manfaat yang dirasakan oleh Leadham Internasional dalam mewujudkan 
Hak Asasi Manusia di Indonesia. Key Informent mengatakan : 
Pertama kami sebagai lembaga merasa bangga kerena dapat 
mengangkat kembali harkat dan martabat sesama anak bangsa sebagai 
insan ciptaan Tuhan, kedua kami mendapatkan kesuksesan dan 
kebahagiaan sejati ketika hidup kami berguna bagi banyak orang dan 
yang ketiga kami dapat mengembalikan wajah NKRI dari cita-cita 
bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
13
 
       Sejak berdirinya Leadham Internasional telah menjalin hubungan 
kerjasama dengan PBB dan lembaga lain. Kerjasama dalam suatu instansi 
kelembagaan sudah menjadi suatu kebutuhan untuk bisa mewujudkan 
keberhasilan dari pencapaian tujuan visi dan misi. Key informant mengatakan 
bahwa hubungan  berkerjasama dengan Leadham Internasional dengan 
lembaga lain,seperti berikut : 
Kita terbuka untuk membangun kerjasama dengan semua 
isntitusi apapun khususnya yang konsen dan perhatian tentang masalah 
HAM, seperti dalam hubungan internasional kita membangun 
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kerjasama dengan PBB,kemudian kita membangun juga dengan 
Komisi HAM, Komisi anak dan wanita, dan beberapa aktivis  Laskar 
Merah Putih, dan Delta Foundation
14
 . 
       Key informant juga mengatakan keuntungan dari adanya hubungan 
kerjasama antar lembaga yaitu : 
Menjadi jauh lebih baik, karena persoalan bangsa ini 
khususnya masalah kemanusiaan itu sangat rumit dan sangat 
kompleks, ini tidak bisa dihadapi oleh satu lembaga, pemerintah 
sekalipun tidak mampu untuk melakukan semua persoalan itu, 
pemerintah perlu didukung oleh LSM, ataupun elemen-elemen bangsa 
yang lain, yang perlu kerjasama bahu-membahu. Jadi manfaatnya 
lebih banyak yang akan dirasakan dari pada harus bekerja sendiri.
15
 
       Jadi dapat disimpulkan bahwa menjalin hubungan kerjasama baik bagi 
lembaga maupun pemerintahan memang sangat penting dilakukan, karena 
manfaat dari setiap kerjasama dapat membantu kepentingan dari masing-
masing pihak dan turut mensukseskan sebuah tujuan. Karena sejatinya setiap 
manusia adalah mahkluk sosial, yang berkaitan saling membutuhkan dan tidak 
bisa terlepas antara satu sama lain. 
2. Strategi Leadham Internasional 
       Seperti untuk mencapai suatu visi dan misi Leadham Internasional, maka 
sangat diperlukan adanya strategi yang tepat sasaran demi kesuksesan 
mewujudkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Menurut UU No. 39 Tahun 
1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri 
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sebagai mahkluk ciptaan Tuhan Allah swt, dimana hak tersebut merupakan 
anugerah yang wajib dihargai dan dilindungi oleh setiap orang untuk 
melindungi harkat dan martabat setiap orang. Menurut Key Informant 
mengatakan bahwa 
Hak Asasi Manusia merupakan hak yang krusial, karena hak 
itu pemberian Tuhan kepada setiap insan manusia sejak ia dalam 
kandungan, tidak dapat dipisahkan sampai maut memisahkan, Hak 
Asasi Manusia harus dilindungi, dihargai, dihormati, dijunjung tinggi, 
dan dilindungi oleh pemerintah”.16  
 
       Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM adalah hak yang sangat 
penting karena yang memberikan hak tersebut adalah sang maha Esa kepada 
setiap umat tanpa terkecuali, sejak ia didalam kandungan karena memiliki hak 
untuk lahir dan hidup didunia, berkewajiban untuk melindungi hak tersebut 
baik pemerintah maupun masyarakat, dan tidak ada yang dapat 
memisahkannya hak tersebut sampai ia kembali kepada Tuhannya. 
       Lembaga Bantuan Hukum dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia, harus 
memiliki strategi atau upaya agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi 
masyarakat Indonesia. Strategi yang dilakukan Leadham Internasional dalam 
mewujudkan visi dan misi lembaga menurut Key Informant yang mengatakan 
bahwa  
langkahnya adalah memberikan bantuan hukum secara 
sukarela tanpa pemungutan biaya, kemudian melakukan pendekatan 
persuasif kepada masyarakat untuk dapat memahami tugas pokok dan 
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program bantuan hukum di lembaga, kemudian melakukan sosialisasi 
secara kontinue kepada aparat pemerintahan, aparat penegak hukum, 




       Sependapat dengan pernyataan tersebut Bapak Yusuf L. Tobing 
menambahkan strategi yang lebih spesifik dari pendeketan dan sosialisasi 
yang dilakukan Leadham Internasional yaitu: 
Masyarakat harus diberi dulu pemahaman tentang HAM, kalau 
mereka mengerti apa itu HAM, kalau ada orang tertentu merampok 
haknya, maka mereka bisa bicara dan membela diri dan merasakan 
peraturan perundang-undangan yang ada. Kita masuk melalui 
sosialisasi lewat pendidikan, media cetak dan elektronik, kemudian 
melalui bimbingan konseling secara personal dan memberi solusi dari 
permasalahan mereka, semuanya dilakukan secara Cuma-Cuma tanpa 




       Jadi strategi menurut kedua key informant yang dilakukan Leadham 
Internasional adalah bantuan hukum secara cuma-cuma, pendekatan dan 
sosialisasi tentang program-program bantuan hukum yang ada di lembaga 
tersebut kepada aparat dan seluruh lapisan masyarakat sampai yang paling 
lemah dengan melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman tentang 
HAM lewat pendidikan, dengan kampanye melalui media komunikasi.  
       Dalam memberikan bantuan hukum di bidang pendampingan hukum dan 
perlindungan, Leadham Internasional memiliki tahapan dalam 
penanganannya. Seperti yang dikatakan oleh key informent yaitu : 
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Bantuan hukum yang dijalankan melalui 3 hukum yang berlaku 
di Indonesia, yaitu hukum agama, hukum adat istiadat, dan hukum 
perundang-undangan. Kalau permasalahan suami istri, hak anak, ini 
tidak perlu di bawah ke ranah hukum, jadi kita melakukan mediasi. 
Kalau untuk kasus lain yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi 
barulah kita melanjutkannya ke jalur hukum peradilan, atau kasus 
permasalahan yang sudah tidak dapat ditolelir seperti pembunuhan, 





       Jadi dalam pemberian bantuan hukum dari lembaga ini yang pertama 
adalah mediasi yaitu bentuk pendampingan melalui aturan hukum agama pada 
suatu kasus yang bersifat kekeluargaan tahap mediasi selanjutnya adalah 
hukum adat untuk menyelesaikan kasus kekeluargaan tersebut yang apabila  
tidak terselesaikan melalui hukum agama, dan yang terakhir pendamping oleh 
advokat kepada setiap kasus permasalahan yang memang semestinya diadili 
oleh peraturan perundang-undangan yang ada. 
        Sosialisasi selain untuk meningkatkan eksistensi lembaga Leadhma 
Internasional, fokus utama sosialisasi yaitu pada pemberian pemahaman 
seputar Hak Asasi Manusia sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 juga 
tentang segala peraturan perundang-undangan tentang HAM yang berlaku di 
Indonesia. Sosialisasi pemahaman HAM mencangkup sebagai berikut : 
 Melakukan kajian-kajian tentang pemajuan perlindungan / penegakan 
HAM dalam berbagai dimensi kehidupan melalui diskusi, seminar, 
lokakarya dan pelatihan kepada para stake holders dan masyarakat. 
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 Melakukan kampanye pemahaman HAM tentang perlindungan / 
penegakan hukum, sehingga memiliki kemampuan untuk 
mendekontruksi nilai-nilai agama dan budaya yang memarjinalkan 
HAM dan bersikap objektif mengkaji kesetaraan hak dan kewajiban 
antara pemerintah dan masyarakat
20
 
       Langkah-langkah strategi sosialisasi yang dilakukan Leadham 
Internasional antara lain sebagai berikut: 
 Sosialisasi tingkat Kecamatan, dan Kabupaten, dengan sasaran 
sosialisasi pada kepolisian, pemerintah, PNS, ormas, LSM, dan lain-
lain 
 Sosialisasi HAM dan KDRT, dengan sasaran sosialisasi pada, 
pemimpin Kec/Desa, tokoh agama dan tokoh adat, masyarakat 
kelmpok PKK, dan ibu-ibu rumah tangga.  
 Sosialisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran 
sosialisasi pada kelompok usaha ekonomi produktif untuk semua 
goongan 
 Sosialisasi HAM antar umat beragama, dengan sasaran sosialisasi 
pada tokoh agama, islam, kristen, hindu, budha dan katholik 
 Sosialisasi HAM wawasan kebangsaan dengan sasaran sosialisasi 
pada tokoh masyarakat, pemuda, pemuda, pelajar, dan mahasiswa. 
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 Sosialisasi HAM melalui ceramah dirumah-rumah peribadatan21 
       Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan 
oleh Leadham Internasional dalam yang pertama adalah memberikan bantuan 
hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu, dari 
proses konsultasi hingga menempuh jalur hukum semua dilakukan gratis 
untuk para korban perampasan hak, kemudian upaya selanjutnya adalah 
dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat mengadakan 
sosialisasi keseluruh lapisan masyarakat melalui talk show dan kampanye 
menggunakan media elektronik maupun media cetak tentang Hak Asasi 
Manusia dengan segala bentuk peraturan di Indonesia. 
       Dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia tentunya tidak terlepas dari 
kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga Leadham Internasional. Bapak 
Ladohaingu, selaku informan mengatakan  
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah 
selalu terancaman dari kelompok ekstrim pihak luar yang memiliki 
kekuasaan kepentingan sendiri, kemudian kendala pada kurang 
banyaknya fasilitas yang tersedia seperti komputer atau laptop”22. 
 
 Sedangkan key Informant menegaskan lebih terperinci kendala yang dihadapi 
Leadham Internasional bahwa: 
kendala yang dihadapi tidak lepas dari dana, karena Leadham 
ini adalah lembaga yang hadir secara independen, tidak ada donatur 
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atau sponsor resmi, jadi untuk membiayai biaya operasional itu datang 
dari kantong masing-masing anggota. Kendala fasilitaspun memang 
karena masalah pendanaan. Maka kita sekarang membangun 
kerjasama dengan pemerintah termasuk PBB dengan harapan dapat 
menjadi donatur untuk menambah fasilitas yang ada. Alhamdulillah 
dengan kontribusi dari anggota sendiri kita sudah bisa melakukan 
banyak hal, apalagi dengan adanya donatur-donatur tersebut. 
Kemudian untuk ancaman perlu diketahui sebagian besar pelakunya 
adalah penguasa, sampai kini hanya bentuk ancaman komunikasi saja 
via sms, tapi sampai hari ini belum pernah ada terjadi apa-apa, 




       Sebenarnya dua pendapat tersebut sama sama memandang permasalahan 
yang sumbernya adalah dana , fasilitas itu membutuhkan pendanaan, untuk 
ancaman Key Informant menjelaskan secara terperinci terhadap teror yang 
didapat hanya berupa ancaman dan sampai saat ini tidak ada yang mendapat 
kekerasan dari pihak-pihak yang mengancam.  
D. Pembahasan  
       Lembaga Advokasi HAM Internasional atau Leadham Internasional 
merupakan lembaga independen bertaraf yang hadir berdiri di Indonesia untuk 
membela dan melindungi setiap masyarakat yang menjadi korban pelanggaran 
HAM memberikan bantuan secara sukarela cuma-cuma tanpa memperoleh 
bayaran. Hal ini sesuai dengan KUHP dalam bukunya M. Yahya Harahap 
yang mengatakan bahwa bantuan hukum meliputi pemberian jasa secara 
profesional dan formal dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum, setiap 
                                                             
23
 Hasil wawancara Yusuf L. Tobing  pada 27 November 2017 
61 
 
orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik secara cuma-cuma bagi 
mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberikan bantuan hukum 
kepada mereka yang mampu oleh para advokat melalui jasa imbalan jasa
24
. 
       Program bantuan hukum merupakan salah satu dari Aktivitas jangka 
panjang  kerja Leadham Internasional yaitu dalam pendampingan hukum dan 
perlindungan, yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut : 
1. Mediasi  
2. Pendekatan budaya melibatkan tokoh adat 
3. Jalur hukum atau persidangan 
       Program bantuan hukum yang dijalankan oleh Leadham Internasional 
yaitu dengan mediasi. Mediasi yaitu bentuk pendampingan dalam perosoalan 
kasus yang biasanya bersifat kekeluargaan, mediasi dilakukan melalui hukum 
agama dan hukum adat yang  berlaku. Tahap selanjutnya adalah melalui jalur 
hukum apabila persoalan kasus tidak dapat diselesaikan secara mediasi atau 
suatu kasus yang memang sudah semestinya dibawa keranah hukum seperti 
pembunuhan dan pelecehan seksual. Jalur hukum dilakukan oleh para advokat 
Leadham Internasional. Pendampingan para advokat terus dilakukan selama 
proses hingga hasil persidangan. 
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       Pelaksanakan program kerja merupakan suatu rangkaian aktivitas 
kelembagaan yang dilakukan oleh setiap divisi. Aktivitas dilakukan 
berdasarkan tugas masing-masing tiap divisi demi terwujudkan tujuan 
lembaga. Dalam gambar struktur DPP terdapat 13 divisi atau dapatemen yang 
salah satunya adalah divisi advokasi hukum dan HAM yang memiliki tugas 
pokok yaitu : 
1. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan terkait dengan bidang 
hukum dan HAM di masyarakat bagi kepentingan seluruh lapisan 
masyarakat 
2. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap perkembangan hukum di 
Indonesia dan merumuskan serta menyiapkan suatu perngakat 
hukum yang menjadi sumbangsih kepada pemerintah dan 
masyarakat pada umumnya 
3. Memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada seluruh lapisan 
masyarakat yang tidak mendapat keadilan hukum dan menjadi 
korban pelanggaran hukum dan HAM  
       Jika menarik kesimpulkan dari teori Schyut, Greonendjik, dan Sloot
25
,  
tugas pokok serta beberapa penyelesaian dalam setiap kasus pengaduan divisi 
bagian advokasi hukum dan HAM Leadham Internasional telah menjalankan 
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5 jenis bantuan hukum sesuai teori tersebut, yaitu bantuan hukum preventif 
berupa pemberian penerangan dan penyuluhuna hukum, bantuan hukum 
diagnosis berupa memberikan nasihat hukum atau konsultasi, bantuan 
pengendalian konflik seperti memberikan jasa advokat pada kepentingan 
anggota masyarakat, bantuan hukum pembentukan hukum memancing hakim 
atau memberikan tuntutan agar lebih tepat dan jelas, dan yang terakhir adalah 
memberikan bantuan hukum pembaruan hukum seperti mengadakan 
pembaruan hukum baik melalui hakim atau melalui pembentuk undang-
undang 
      Kemudian jika dilihat dari undang-undang tugas yang dijalakan sesuai 
dengan UU No 18 Tahun 2003 bahwa profesi Advokasi memberikan jasa 
hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Jasa hukum yang dilakukan 
advokasi meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan 
kuasa, mewakili, mendampingi dan membela klien atau korban yang melapor. 
       Dari hasil observasi peneliti mengikuti kegiatan jangka pendek yang 
dilakukan lembaga Leadham Internasional yaitu pergantian pengurus bagian 
pusat ditiap tahunnya. Persiapan-persiapan yangdilakukan menuju acara yaitu 
diskusi dan rapat yang dilakukan oleh panitia acara. Kegiatan yang dilakukan 
adalah pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2017-2018 
yang dilaksanakan bulan November 2017. Peresmian dilaksanakan dengan 
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megah dan dihadiri oleh petinggi negara. Sementara untuk aktivitas jangka 
panjang yang dilaksanakan oleh Leadham internasional seperti: 
1. Pendampingan hukum dan HAM 
2. Bakti sosial dan kemanusiaan 
3. Kegiatan ekonomi dan kerakyatan  
       Mewujudkan HAM tidak melulu mengenai perjuagan kasus-kasus 
hukum, karena Hak Asasi Manusia terdiri dari hak lainnya seperti ekonomi, 
sosial dan budaya. Leadham Internasional turut aktif dalam berbagai kegiatan 
lainnya seperti kegiatan pemberdayaan ekonomi sosial dan kebudayaan, hal 
ini sesuai dengan pendapat Erwin dalam buku Mohamad Anan yang 
mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia terdiri dari hak sipil, hak politik, hak 
sosial dan budaya. Kegiatan sosial dan budaya yang dilakukan Leadham 
Internasional seperti 
- Renovasi tempat peribadatan 
- Bakti sosial donor darah 
- Pengobatan gratis dan mengadakan sunat massal 
- Memberi bantuan paket sembako 
- Bedah rumah tak layak huni masyarakat 
- Pemberian beasiswa berprestasi kepada siswa kurang mampu 
- Bantuan sembako untuk korban bencana alam 
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- Pemeliharaan benda-benada seni budaya daerah 
       Kemudian untuk pemberdayaan ekonomi, Leadham Internasional 
memberikan bantuan modal usaha, membentuk wadah penyuluhan 
keterampilan, membeli peralatan kebutuhan pertanian dan perkebunan dan 
membagikan bibit serta melakukan penyemprotan hama pada perkebunan dan 
pertanian warga.  
       Startegi yang dilakukan oleh leadham internasional dalam mewujudkan 
Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah memberikan bantuan hukum secara 
sukarela atau cuma-cuma dan melakukan pendekatan kepada masyarakat 
seperti kerumah-rumah dan sosialisasi. ke segolongan masyarakat  baik aparat 
pemerintah maupun masyarakat, baik masyarakat atas maupun bawah.  
Pendekatan persuasif kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi secara 
kontinue kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan pemahaman 
mengenai Hak Asasi Manusia.  
       Sosialisasi ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan lembaga Leadham 
Internasional kepada masyarakat, bertujuan agar masyarakat dapat memahami 
program-program kerja yang dijalankan oleh Leadham Internasional dan 
tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 
Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pancasila 
Undang-Undang Dasar 1945 . Leadham internasional memiliki 10.000 
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anggota dan 50 staff yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terstruktur 
dan terbagi atas bagian pusat DPP, bagian wilayah DPW, bagian daerah DPD, 
dan bagian cabang DPC. Setiap staff dan anggota melaksanakan program 
kerja sesuai divisinya. Hal tersebut menunjukan kesesuaian syarat berdirinya 
suatu lembaga bantuan hukum menurut UU No. 16 Tahun 2011 yaitu 
berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang, memiliki kantor 




       Kendala yang dihadapi dalam setiap menstimuluskan strategi baik 
didalam seperti fasilitas komputer yang jumlahnya belum maksimal maupun 
luar kantor adalah dana, karena pendanaan lembaga ini berjalan dari 
sumbangsih kantong masing-masing setiap anggota. Dimana anggotanya 
memiliki jiwa sosial tinggi, bergabung untuk melayani sesama manusia yang 
tertindas. Mereka dengan sukarela memberikan bantuan dana dari kantong 
sendiri untuk segala keperluan lembaga. Untuk menutupi kendala dana maka 
upaya penanggulangan yang dilakukan Leadham Internasional adalah dengan 
membangun kerjasama dengan instansi pemerintahan dari lembaga luar 
seperti PBB maupun dalam negeri seperti KOMNAS HAM, Komisi 
perlindungan anak, PT Delta Foundation dan laskar merah putih dan beberapa 
LSM lain yang turut memberikan bantuan kepada Leadham Internasional 
                                                             
26
 Undang-Undang Republik Indonesia, No 16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum 
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sangat membantu dalam mensukseskan tujuan visi misi Leadham 
Internasional. Manfaat yang mereka rasakan sebagai pelayan antar umat yaitu 
mereka merasa hidup mereka mempunyai nilai, mempunyai arti bermakna 
dapat berguna untuk orang lain. Menariknya adalah mereka adalah pejuang-
pejuang hak yang siap mati demi membela Hak Asasi Manusia. Manfaat yang 
dirasakan Leadham Internasional dapat membantu masyarakat juga membantu 
pemerintah dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia di Indonesia agar damai 
adil, makmur dan sejahtera. 
 E. Keterbatasan Penelitian 
       Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memaparkan segaala hal 
yang terkait dengan Lembaga Advokasi HAM Internasional atau Leadham 
Internasional dengan sangat luas dan mendalam. Namun, peneliti menyadari 
penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam melakukan penelitian, 
ditemukan beberapa hambatan seperti kesulitan untuk mendapat Informan 
karena beberapa dari informan menolak untuk diwawancarai, juga beberapa 
staff berada selalu sibuk ke luar kota dan keluar negeri, kesulitan lainnya yaitu 
beberapa informan yang didapat menggunakan bahasa indonesia yang sangat 
baku dengan logat daerah masing-masing, sehingga sesi wawancara harus 
dilakukan berulang dan waktu yang lama.  
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        Kemudian kegiatan saat observasi di bagian pusat hanya persiapan untuk 






KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
       Leadham Internasional secara nyata telah memberikan kontribusi bagi 
perwujudkan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan menumpaskan 
segala bentuk ketidakadilan akan perampasan hak-hak rakyat. Berdiri 
secara independen berada di jalur bantuan hukum dan perlindungan untuk 
membela masyarakat secara sukarela tanpa biaya kepada mereka yang 
tidak mampu. Baik melalui proses mediasi maupun pengadilan Leadham 
Internasional mendampingi korban tanpa pemungutan biaya. Leadham 
memandang Hak Asasi Manusia tidak melulu pada hukum saja melainkan 
memiliki hak lain seperti hak ekonomi, sosial dan budaya. Terbukti padaa 
aktivitas yang dijalankan seperti pendampingan hukum dengan beberapa 
kasus yang sudah diselesaikan dan kegiatan ekonomi sosial dan budaya 
seperti bantuan  modal usaha dan pembagian bibit, bantuan bencana alam, 
pengobatan gratis, kegiatan pemberian beasiswa prestasi dan lainnya. 
Serta strategi yang dilakukan adalah dengan sosialisasi akan pemahaman 
dan peningkatan eksistensi lembaga melalu talk show, kampanye ataupun 





B. SARAN  
       Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka peneliti 
dapat memberikan saran sebagai berikut : 
1. Kepada staff dan pengurus Leadham agar lebih giat lagi dalam 
mewujudkan hak asasi manusia. Lebih aktif lagi dalam memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat luas dan pemerintah, juga lebih banyak 
membangun hubungan kerjasama dengan lembaga lainnya agar dapat 
membantu Leadham Internasional dalam menjalan aktivitas di setiap 
program 
2. Kepada masyarakat, agar terbuka dan berani melakukan pengaduan 
apabila mendapat perlakuan tak adil dan perampasan haknya. 
Kemudian  lebih berpartisipasi pada setiap penyuluhan tentang Hak 
Asasi Manusia, agar menambah pengetahuan akan HAM dan lebih 
memahami akan hukum dan HAM yang berlaku di Indonesia. 
3. Kepada pemerintah, diharapkan agar mendukung dan memberikan 
apresiasi juga menajadi donatur resmi kepada lembaga yang bergerak 
dibidang bantuan hukum seperti Leadham Internasional, membangun 
kerjasama seluas-luasnya karena perana mereka turut untuk 
membantu tugas pemerintah dalam mewujudkan terciptanya Hak 
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       Lampiran 2 
PEDOMAN OBSERVASI LAPANGAN 
Nama pengamat  :  
Nomor Registrasi :  
Lembaga  :  
Lokasi Penelitian :  
Waktu Pengamatan :  
a. Kondisi Fisik Lokasi Penelitian  
1. Luas tanah    :   
2. Bangunan kantor pusat lembaga :   
b. Keadaan Lingkungan Penelitian  
1. Jenis bangunan yang mengelilingi lokasi penelitian :  
2. Kondisi lingkungan lokasi penelitian :  
c. Fasilitas Lokasi Penelitian   :  
 
d. Staff dan anggota 
1. Jumlah staff   :  
2. Jumlah anggota   :  
e. Interaksi Sosial    :. 
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       Lampiran 3 
PEDOMAN WAWANCARA 
(Diajukan untuk Key Informant ) 
A. Data Diri 
1. Nama    : 
2. Umur    : 
3. Jenis kelamin  : 
4. Jabatan   : 
B. Pertanyaan  
1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya lembaga Leadham Internasional? 
2. Bagaimana strategi yang dilakukan Leadham Internasional dalam 
mewujudkan visi dan misi? 
3. Apa saja program kerja yang sedang dijalankan Leadham Internasional? 
4. Bagaimana cara yang dilakukan dalam mengkampanyekan Leadham 
Internasional? 
5. Kendala apa saja yang dihadapi Leadham Internasional dalam 
mewujudkan visi dan misi? 
6. Apa saja jenis pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diterima 
oleh Leadham Internasional? 
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7. Apa manfaat yang diraih Leadham Internasional dalam mewujudkan Hak 
Asasi Manusia? 


















(Diajukan untuk informan) 
A. Data Diri 
1. Nama    : 
2. Umur    : 
3. Jenis kelamin  : 
4. Jabatan   : 
B. Pertanyaan  
1. Apa yang melatarbelakangi anda untuk bergabung dengan Leadham 
Internasional? 
2. Apa program kerja yang dilakukan Leadham Internasional? 
3. Kendala apa yang anda alami setelah bergabung dengan Leadham 
Internasional? 
4. Apa manfaat yang anda dapat setelah bergabung dengan Leadham 
Internasional? 






       Lampiran 5 
HASIL OBSERVASI LAPANGAN 
 Nama Pengamat  : Kamala Shanty 
 No Registrasi  : 4115131117 
 Lembaga   : Leadham Internasional (Lembaga Advokasi Hak  
  Asasi Manusia Internasional) 
Lokasi Penelitian  : Cipinang Putih Tengah 21 No 4, RT02/ RW 06,   
                            Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 
 Waktu Pengamatan  : 9 Oktober 2017 
a. Kondisi Fisik Lokasi Penelitian  
1. Luas Tanah     : 500m² 
2. Bangunan Kantor Pusat  : Pemukiman Komplek 
b. Keadaan Lingkungan Penelitian  
1. Jenis Bangunan Yang Mengelilingi Lokasi  : Pemukiman Warga 
2. Kondisi Lingkungan Lokasi Penelitian   : sedikit ramai dan  
                                                                  sedikit tertutup 
c. Fasilitas Lokasi Penelitian : ruang rapat, ruang ketua umum, ruang 
tamu, ruang aula autdoor, mushola, kamar mandi, kamar tidur , ruang 
makan, dapur, area hijau parkir, dan pos security 
 
d. Staff dan anggota 
1. Staff    : 50 Orang 
2. Anggota    : ±10.000 Orang 
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e. Interaksi Sosial   : interaksi antara ketua, staff dan 
pengurus lainnya sangat akrab, karena semua menganggap hubungan 




















       Lampiran 6 
HASIL WAWANCARA 
(Diajukan untuk key Informant) 
C. Data Diri 
5. Nama    : Hinomes Oto 
6. Umur    : 54 Tahun 
7. Jenis kelamin  : Laki-laki 
8. Jabatan   : Ketua DPP Kab. TTU, Prov. NTT 
D. Pertanyaan  
 
1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya lembaga Leadham 
Internasional? 
Jawab : yang pertama, karena lembaga ini adalah lembaga Hak 
Asasi Manusia, yang kedua karena lembaga Hak Asasi Manusia , 
maka dalam penyelesaian setiap pelanggaran perlu ada payung hukum 
sebagai panglima tertinggi dalam negara Republik Indonesia dalam 
proses penyelesaian setiap kasusnya. 
 
2. Bagaimana strategi yang dilakukan Leadham Internasional dalam 
mewujudkan visi dan misi? 
Jawab : langkahnya adalah dengan memberikan bantuan hukum secara 
sukarela tanpa pemungutan biaya, kemudian melakukan pendekatan 
persuasif kepada masyarakat untuk dapat memahami tugas pokok dan 
program bantuan hukum di lembaga, kemudian melakukan sosialisasi 
secara kontinue kepada aparat pemerintahan, aparat penegak hukum, 
bahkan sampai pada tingkatan masyarakat akar rumput 
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3. Apa saja program bantuan hukum yang sedang dijalankan 
Leadham Internasional? 
Jawab :  pendampingan hukum, dan program advokasi atau pembelaan 
hukum khusus bagi persoalan yang tidak dapat diselesaikan  
lewat jalur mediasi atau kekeluargaan. 
 
4. Bagaimana cara yang dilakukan dalam mengkampanyekan 
Leadham Internasional? 
Jawab : dengan mengadakan atau merayakan hari ulang tahun Hak 
Asasi Manusia sedunia, kemudian dengan mengadakan bakti sosial, 
donor darah atau pengobatan gratis dan pembagian sembako. 
 
5. Kendala apa saja yang dihadapi Leadham Internasional dalam 
mewujudkan visi dan misi? 
Jawab : yang pertama yaitu oposisi atau bersembarangan kepentingan 
dengan Leadham Internasional, yang kedua ada pihak-pihak tertentu 
yang belum mau menerima kehadiran Leadham Internasional sebagai 
lembaga independen dengan alasan yang tidak jelas. 
 
6. Apa saja jenis pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak 
diterima oleh Leadham Internasional? 
Jawab : KDRT, pencurian perampokan atau perampasan hak, 
perselingkuhan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan dan itu 
adalah bagian dari perampasan hak hidup orang lain. 
 
7. Apa manfaat yang diraih Leadham Internasional dalam 
mewujudkan Hak Asasi Manusia? 
Jawab : Pertama kami sebagai lembaga merasa bangga kerena dapat 
mengangkat kembali harkat dan martabat sesama anak bangsa sebagai 
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insan ciptaan Tuhan, kedua kami mendapatkan kesuksesan dan 
kebahagiaan sejati ketika hidup kami berguna bagi banyak orang dan 
yang ketiga kami dapat mengembalikan wajah NKRI dari cita-cita 
bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
 
8. Apa saja lembaga yang bekerja sama dengan Leadham 
Internasional? 
Jawab : sudah dijawab oleh ketua, seperti PBB, Laskar Merah putih, 






















Tabel 6.1  
matriks key informant 
No  Pertanyaan Kesimpulan 
1. Latar belakang berdirinya 
Leadham Internasional 
Lembaga Leadham Internasional memang 
lembaga khusus yang berada di jalan hukum.  
2. Strategi yang dilakukan 
Leadham Internasional 
Memberikan bantuan hukum dengan gratis, 
melakukan pendekatan kepada masyarakat dan 
melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat 
sampai masyarakat yang terlemah 
3 Program bantuan hukum  Program bantuan hukum yang dijalankan oleh 
advokat perllindungan dan pendampingan pada 
kasus hukum yang tidak dapat diselesaiakan 
lewat tahap awal yaitu mediasi 
4 Kampanye yang dilakukan 
Ladham Internsional 
Merayakan hari Hak Asasi Sedunia untuk 
memperingatinya, melakukan bakti sosial 
pembagian sembako dan pengobatan gratis untuk 
warga seperti donor darah dan pembagian obat 
5 Kendala Adanya lembaga-lembaga atau pihak lain yang 
berkuasa dan memiliki kepentingan bertentangan 
dengan kepentingan Leadham Internasional 
6 Jenis pengaduan yang 
sering diterima 
Semua hal yang berkaitan dengan KDRT, 
pencurian dan pembunuhan yang merupakan 
perampasan akan hak orang lain yang bukan hak 
dirinya 
7  Manfaat  Secara pribadi merasa bangga karena dapat 
mengangkat martabat sesama manusia, sebagai 
lembaga merasa dapat memperjuangkan dan 
mengembalikan citra NKRI untuk memperoleh 
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keadilan bagi bangsa 
8 Lembaga-lembaga yang 
bekerjasama 
Leadham Internasional membangun hubungan 
kerjasama dengan PBB, kemudian untuk LSM 
Leadham Internasional membangun kerjasama 





















(Diajukan untuk Key Informant) 
A. Data Diri 
1. Nama    : Yusuf L . Tobing Suryodiningrat 
2. Umur    : 52 Tahun 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki 
4. Jabatan   : Ketua umum Leadham Internasional 
B. Pertanyaan  
 
1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya lembaga Leadham 
Internasional? 
Jawab : lembaga ini spesifikasinya menangani masalah HAM, 
kalau membicarakan tentang HAM ini merupakan hak yang krusial, 
karena hak itu pemberian Tuhan kepada setiap insan manusia sejak ia 
dalam kandungan, tidak dapat dipisahkan sampai maut memisahkan, 
Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihargai, dihormati, dijunjung 
tinggi, dan dilindungi oleh pemerintah. Manusia kini sudah tidak 
punya nilai, tidak punya harga, jadi manusia sudah lebih banyak 
dihina, hak-haknya dirampas, diperlakukan tidak adil, mendapat 
diskriminasi dan sebagainya, jadi ini yang sedang belaku saat ini, 
pelanggaran HAM di Indonesia sangat luar biasa hebatnya. Jadi 
lembaga ini hadir di Indonesia untuk memberikan perlindungan, 
pemahaman, pembelaan HAM terhadap masyarakat yang menjadi 
korban pelanggaran Hukum dan HAM secara Cuma-Cuma tanpa 
memungut biaya sesenpun kepada masyarakat yang melapor. 
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2. Bagaimana strategi yang dilakukan Leadham Internasional dalam 
mewujudkan visi dan misi? 
Jawab : Banyak sekali masyarakat yang menjadi korban pelanggaran 
HAM karena masyarakat sendiri tidak tidak mengerti apa itu HAM, 
apa hak-haknya. Untuk mengurai perlakuan tindakan HAM 
masyarakat harus diberi dulu pemahaman tentang HAM, kalau mereka 
mengerti apa itu HAM, kalau ada orang tertentu merampok haknya, 
maka mereka bisa bicara dan membela diri dan merasakan peraturan 
perundang-undangan yang ada. Kita masuk melalui sosialisasi lewat 
pendidikan, media cetak dan elektronik, lewat sentuhan budaya dan 
tradisi, kemudian melalui bimbingan konseling secara personal dan 
memberi solusi dari permasalahan mereka, semuanya dilakukan secara  
Cuma-Cuma tanpa sesenpun seperti yang tadi saya katakan  
 
3. Apa saja program bantuan hukum yang sedang dijalankan Leadham 
Internasional? 
Jawab : program bantuan hukum yang dijalankan melalui 3 hukum 
yang belaku , yaitu hukum agama, hukum adat istiadat dan hukum 
Perundang-Undangan. Kalau permasalahan suami, istri, hak orangtua 
dan hak anak, ini tidak perlu dibawa keranah hukum, jadi kita 
melakukan mediasi. Kalau untuk kasus lain yang tidak dapat 
diselesaikan melalui mediasi, barulah kita melanjutkannya ke jalur  
hukum pengadilan  
 
4. Bagaimana cara yang dilakukan dalam mengkampanyekan Leadham 
Internasional? 
Jawab : kita buat duta Leadham Internasional, kita bagi duta itu misal 
untuk anak-anak, pemuda, selebritis, kaum ibu. Itu salah satunya, 
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kemudian lewat stiker, spanduk dan banner, tv, radio, kita kreatiflah 
dalam berkampanye.  
5. Kendala apa saja yang dihadapi Leadham Internasional dalam 
mewujudkan visi dan misi? 
Jawab : kendala yang dihadapi tidak lepas dari dana, karena Leadham 
ini adalah lembaga yang hadir secara independen, tidak ada donatur 
atau sponsor resmi, jadi untuk membiayai biaya operasional itu datang 
dari kantong masing-masing anggota. Kendala fasilitaspun memang 
karena masalah pendanaan. Maka kita sedang membangun kerjasama 
dengan pemerintah termasuk PBB dengan harapan dapat menjadi 
donatur untuk menambah fasilitas yang ada. Alhamdulillah dengan 
kontribusi dari anggota sendiri kita sudah bisa melakukan banyak hal, 
apalagi dengan adanya donatur-donatur tersebut. Kemudian juga 
ancaman perlu diketahui sebagaian besar pelakunya adalah penguasa, 
sampai kini hanya bentuk ancaman komunikasi saja via sms, tapi 
sampai hari ini belum pernah ada terjadi apa-apa, kalaupun terjadi 
Leadham siap mati untuk membela Hak Asasi Manusia. 
 
6. Apa saja jenis pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak 
diterima oleh Leadham Internasional? 
Jawab : untuk pelanggaran terbanyak pelecehan, penghinaan, KDRT, 
dan yang dilakukan oleh penegak hukum itu banyak sekali khusus di 
daerah-daerah, kesewenang-wenangan oleh penguasa atau pemerintah 
terhadap masyarakat 
 
7. Apa manfaat yang diraih Leadham Internasional dalam mewujudkan 
Hak Asasi Manusia? 
Jawab : sangat bermanfaat, hidup kita ini menjadi memiliki arti 
dengan nilai , karena kita berbuat sesuatu untuk orang lain tanpa 
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pamrih, kita korbankan tenaga pikiran, waktu , uang. Jadi kita ada 
kepuasan tersendiri karena kita bisa berbagi dengan orang lain. 
8. Apa saja lembaga yang bekerja sama dengan Leadham 
Internasional? 
Jawab : Kita terbuka untuk membangun kerjasama dengan semua 
isntitusi apapun khususnya yang konsen dan perhatian tentang masalah 
HAM, seperti dalam hubungan internasional kita membangun 
kerjasama dengan PBB,kemudian kita membangun juga dengan 
Komisi HAM, Komisi anak dan wanita, dan beberapa aktivis  Laskar 
Merah Putih, dan Delta Foundation, yang sangat perhatian dengan 
HAM, kita membangun HAM yang bersinergi, karena permasalahan 




















Matriks key informant 
No Pertanyaan Kesimpulan 
1 Latar belakang berdirinya 
Leadham Internasional  
Lembaga ini merupakan lembaga yang detailnya 
tentang lembaga bantuan hukum, HAM 
merupakan suatu yang hakiki karena berasal dari 
Tuhan sejak ia dalam kandungan, sampai lahir 
dan bahkan wafat hanya Tuhan yang dapat 
mencabutnya kembali. HAM sendiri di Indoesia 
kini sudah tak dihargai dan nilainya pudar. 
Untuk itu Leadham hadir memberikan bantuan 
kepada masyarakat dengan Cuma-cuma 
2 Strategi yang dilakukan 
Leadham Internasional 
Dalam menangani pelanggaran HAM yang 
terjadi Leadham Internasional melakukan 
tahapan awal dengan memberikan pemahan akan 
HAM kepada masyarakat, dengan pemahaman 
tersebut mereka akan mengetahui apasaja hak 
mereka dan apa saja bentuk pelanggaran 
hak,hingga akhirnya mereka akan melakukan 
pengaduan dan meminta perlindungan dari 
lembaga bantuan hukum. untuk memperkenalkan 
segaligus memberi pemahaman lembaga tersebut 
melakukan kampanye lewat media elektronik 
maupun media cetak 
3 Program bantuan hukum Dalam memberikan bantuan hukum Leadham 
melakukan mediasi seperti kasus kekeluargaan 
dengan melihatkan unsur agama dan kebudayaan 
setempat dan melakukan pendampingan hukum 
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akan kasus yang tak terselesaikan lewat mediasi 
atau yang seharusnya dipidana  
4 Kampanye yang dilakukan 
Leadham Internasional 
Kampanye dilakukan oleh duta Leadham 
Internasional melalui banner, televisi, spanduk 
stiker dan lainnya 
5 Kendala  Kendala utama adalah dana, dana untuk 
melakukan kegiatan dan menabah fasilitas yang 
ada, tidak ad sponsor tetap dan resmi Leadham 
Internasional. kendala lainnya merupakan 
ancaman pihak luar berupa ancaman melalui alat 
komunikasi hingga kini lembaga ini belum 
pernah mendapat kekerasan fisik dari pihak luar 
6  Jenis pengaduan yang sering 
diterima 
Kasus paling sering diterima adalah KDRT, 
pelecehan dan untuk wilayah pendaerahan paling 
banyak kasus yaitu yang dilakukan oleh 
penguasa yang bertindak sewenang-wenang atas 
kekuasaannya 
7 Manfaat  Sangat merasakan manfaat dari membantu 
sesama manusia, ada kebanggan tersendiri akan 
hasil dari segala perjuangan mengorban waktu, 
uang dan tenaga untuk orang lain 
8 Lembaga-lembaga yang 
bekerjasama 
Leadham membuka kerjasama dengan pihak 
manapun yang sama –sama ingin berjuang 
terhadap Hak Asasi Manusia, karena 
menyelesaikan segala permasalahan ini tidak 
dapat diselesaikan dengan badan tersendiri 
sekalipun itu pemerintah tetap membutuhkan 
adanya hubungan kerjasama dengan lembaga 
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lain. Leadham Internasional telah membangun 
kerjasama dengan lembaga luar negri seperti 
PBB, dan untuk dalam negeri seperti Komisi 
Nasional HAM, untuk LSM Leadham 





















(Diajukan untuk Informan) 
C. Data Diri 
5. Nama    : Ladohaingu 
6. Umur    : 59 Tahun 
7. Jenis kelamin  : Laki-laki 
8. Jabatan   : Ketua DPC Kab. Sumba Vrop. NTT 
D. Pertanyaan 
  
6. Apa yang melatarbelakangi anda untuk bergabung dengan Leadham 
Internasional? 
Jawab : Alasan saya bergabung dengan lembaga ini adalah untuk 
membantu sesama manusia, dan wilayah kecamatan Lamboya merasa 
segala sesuatu berkekurangan, baik secara hukum, maupun secara 
ekonomi, agar di wilayah tersebut mendapat perlindungan hak 
 
7. Apa program bantuan hukum yang dilakukan Leadham 
Internasional? 
Jawab : sosialisasi hukum, bakti sosial sesuai dengan aturan-aturan 
yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan peraturan Leadham 
Internasional. saya pernah melakukan sosialisasi dipihak kepolisian, 
kenapa saya melakukan sosialisasi dipihak kepolisian, karena pihak 
kepolisian sering tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang 
berjalan. Yang benar bisa disalahkan yang salah bisa dibenarkan. 
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karena masyarakat masih terlalu berpendidikan rendah. Dan sosialisasi 
dikelompok-kelompok masyarakat, di sekolah.  
8. Kendala apa yang anda alami setelah bergabung dengan Leadham 
Internasional? 
Jawab : kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah 
selalu terancaman dari kelompok ekstrim pihak luar yang memiliki 
kekuasaan kepentingan sendiri, kemudian kendala pada kurang 
banyaknya fasilitas yang tersedia seperti komputer atau laptop. 
 
9. Apa manfaat yang anda dapat setelah bergabung dengan Leadham 
Internasional? 
Jawab : keluarga dan masyarakat di wilayah kami merasa sangat lega 
dengan adanya lembaga ini, kami mendapat perlindungan hukum, 
perlindungan hak asasi. Untuk itu saya juga berjuang untuk terus 
bersama-sama dengan lembaga ini 
 
10. Bagaimana cara anda menjaga solidaritas terhadap sesama pengurus 
Leadham Internasional? 
Jawab : saya pintar-pintar untuk mengayomi anggota, memberikan 
pemahaman keanggota tentang struktur pada bagian DPC, kita harus 












No  Pertanyaan Kesimpulan 
1 Latar belakang bergabung 
dengan Leadham 
Internasional 
Dari bergabungnya dengan Leadham 
Internasional, wilayah tempat tinggalnya di 
Lamboya terbantu dalam segala bidang HAM, 
seperti mendapat perlindungan akan hak asasi 
dan mendapat kan hak lain seperti ekonomi dan 
sosial yang dibantu oleh Leadham Internasional 
2 Program bantuan hukum Program yang dijalankan sosialisasi, bakti sosial 
yang dilakukan kejajaran kepolisian juga kepada 
masyarakat baik di sekolah maupun di 
perkumpulan warga untuk menambah 
pengetahuan warga Lamboya 
3 Kendala  Kendala yang dihadapi berupa ancaman dari 
pihak luar yang sering melakukan ancaman 
kepada anggota Leadham Internasional, 
kemudian kendala lainnya seperti kurangnya 
fasilitas untuk menunjang kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan, seperti laptop atau perangkat 
komputer 
4 Manfaat  Setelah bergabung manfaat yang dirasakan baik 
secara pribadi, juga keluarga dan warga dari 
daerahnya mendapat perlindungan hukum. hal itu 
memotivasi untuklebih meningkatkan kinerja 
bersama Leadham Internasional untuk 
mewujudkan Hak Asasi Manusia 
5 Menjaga solidaritas sesama Menjaga solidaritas antar anggota dengan cara 
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anggota mengayomi dan  memberikan pemahaman akan 
tugas dan kewajiban anggota sesuai dengna 



























 26 September 2017 
Pertemuan dengan staff Leadham Internasional. Memberitakan ingin mengadkan 
penelitian terkait Hak Asasi Manusia di Kantor Pusat Cempaka Putih Tengah , 
Jakarta Pusat 
9 Oktober 2017 
Melakukan penelitian observasi lapangan. Bertanya-tanya dengan beberapa staff 
terkait luas bangun dan lainnya 
11 Oktober 2017 
Bertemu dengan Ketua umum Leadham Internasional, bertanya seputar Leadham 
Internasional serta jajaran kepengurusan 
18 Oktober 2017 
Bertanya dengan divisi bagian IT, terkait struktur lembaga yang terbaru. Seperti DPP 
Dewan Pimpinan Pusat, DPW Dewan Pimpinan Wilayah, DPD Dewan Pimpinan 
Daerah, dan DPC Dewan Pimpinan Cabang 
1 November 2017  
Berdiskusi dengan divisi advokat hukum dan HAM , membahas seputar kasus-kasus 
yang ditangani oleh Lembaga Advokasi HAM Internasional dari pelanggaran HAM 
ringan sampai berat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
3 November 2017 
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Meminta ijin kepaa ketua umum untuk mengambil beberapa dokumen terkait 
Leadham Internasional terhadap beberapa kasus yang telah ditangani. Juga beberapa 
koran dan majalah terkait pemberitaan dan kampanye yang dilakukan oleh Leadham 
Internasional 
6 November 2017 
Mengamati diskusi yang dilakukan oleh staff dan kepanitiaan pada acara pergantian 
pengurus di akhir bulan November.  
9 November 2017 
Mengamati dan mengikuti diskusi staff dan karyawan bersama dengan beberapa mitra 
kerja Leadham Internasional menjelang acara pergantian pengurus Dewan Pimpinan 
Pusat periode 2017 di akhir bulan November  
27 November 2017 
Melakukan wawancara kepada 2 orang yang menjadi sumber utama yaitu Bapak 
Ketua Umum Leadham Internasional Yusuf . L. Tobing Suryodiningrat dan dengan 
Bapak Hironimes. Odo sebagai Ketua DPP Provinsi Nusa Tenggara Timur 
29 November 2017 
Melakukan wawancara dengan 5 orang Informan, staff dan pengurus Leadham 
Internasional. beberapa diantaranya adalah Bapak Ladohangi sebagai Ketua DPC 
kabupaten Sumba dan Bapak Datunyanyi sebagai ketua DPP kabupaten Sumba Barat  
30 November 2017 
Mengikuti acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat periode 2017 sampai dengan 












Kantor Leadham tampak 
depan 
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